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ABSTRAK 

 

Aksi Perubahan “Pengembangan Aplikasi Dashboard Monitoring Kinerja 
Pegawai Inspektorat Wilayah Satu “KIPAS” dalam Peningkatan Layanan 
Administrasi Secara Real Time pada Kementerian Hukum dan HAM” yang 
dirancang Yusup Subhan Abas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Wilayah 
I, merupakan inovasi yang dibuat untuk meningkatkan kinerja di Inspektorat Wilayah 
I. Aplikasi Dashboard Monitoring Kinerja Pegawai Inspektorat Wilayah Satu “KIPAS” 
merupakan salah satu terobosan yang dapat memberikan banyak manfaat khususnya 
dalam menunjang kinerja para pegawai dalam melakukan monitoring hasil 
pengawasan di lingkungan kerja Inspektorat Wilayah I. KIPAS memiliki banyak 
manfaat yang dihadirkan dimana salah satunya ialah membantu pelaksanaan tugas 
dan fungsi para pegawai di Inspektorat Wilayah I pada khususnya. Serta dapat 
direplikasi oleh Inspektorat Wilayah lainnya untuk dapat membantu dalam melakukan 
monitoring kinerja di wilayah kerjanya masing-masing guna kelancarana pelaksanaan 
tugas di Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
Pengembangan Aplikasi Dashboard Monitoring Kinerja Pegawai Inspektorat Wilayah 
Aplikasi Dashboard “KIPAS” telah mencapai tahap final dan selanjutnya dapat 
digunakan di lingkungan Inspektorat Wilayah I sebagai media untuk melakukan 
monitoring kinerja pegawai di lingkungan Inspektorat Wilayah I. Untuk 
mengoptimalkan penggunaan dashboard, pengembangan kualitas akan terus 
dilaksanakan secara berkelanjutan, diantaranya adalah dengan mengembangkan 
laman realisasi anggaran, laman telaah hukuman disiplin dan laman telaah 
pengaduan. 
Aksi perubahan ini disusun sebagai aksi perubahan kualitas layanan publik yang ada 
Inspektorat Wilayah I dan sangat mendukung pencapaian misi organisasi. KIPAS 
memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas kinerja di lingkungan Inspektorat 
Wilayah I. Tujuan tersebut akan tercapai jika disertai dengan kesadaran pegawai 
mengenai pentingnya kinerja yang dilakukan secara tepat guna, tepat waktu dan tepat 
sasaran. KIPAS merupakan alat yang dapat dijadikan sebagai media monitoring dan 
evaluasi atas pelaksanaan tugas auditor di Inspektorat Wilayah I. Proses evaluasi dan 
penyempurnaan tentu akan terus dilakukan untuk perbaikan layanan ke depannya 
guna menghasilkan perubahan yang berkesinambungan guna tercapainya tujuan 
organisasi.  
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KATA PENGANTAR 

 
Assalamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh 

Puji dan Syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan 

Karunia-Nya, penulis sebagai peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan 

VII Non Kementan Balai Besar Pelatihan Manajemen Kepemimpinan Pertanian dapat 

menyelesaikan tugas menyusun laporan aksi perubahan dengan judul 

“Pengembangan Aplikasi Dashboard Monitoring Kinerja Pegawai Inspektorat 

Wilayah Satu “KIPAS” dalam Peningkatan Layanan Administrasi Secara Real 

Time pada Kementerian Hukum dan HAM” 

Aksi perubahan ini merupakan salah satu tahap yang harus dilalui oleh para peserta 

Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan Angkatan VII Non Kementan untuk merancang 

perubahan guna menganalisis permasalahan yang harus segera diselesaikan dan 

membuat rencana perubahan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Aksi perubahan ini telah diimplementasikan dengan berpedoman pada rencana 

kegiatan dan milestone. Peserta sebagai team leader mengoptimalkan sumber daya 

yang ada dan menggerakkan stakeholder yang terkait serta membuat keputusan-

keputusan strategis untuk mencapai tujuan aksi perubahan, sehingga setiap kegiatan 

dapat dilaksanakan sesuai milestone yang telah dibuat. 

Penulis menyadari dalam penyusunan laporan aksi perubahan ini tidak akan selesai 

tanpa bimbingan, arahan, pendampingan serta dukungan dari  berbagai pihak. Untuk 

itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Ir. Razilu, M.Si. selaku Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM yang 

telah memberikan dukungan aksi perubahan; 

2. Budi, S.H. selaku Plt. Inspektur Wilayah I Inspektorat Jenderal Kementerian 

Hukum dan HAM dan juga sebagai Mentor yang telah menyetujui, mengarahkan, 

membimbing, dan mendukung aksi perubahan ini; 

3. Binda Kharismarina W, S.H., M.M. selaku Coach yang telah memberi bimbingan 

dan arahan baik yang berkenaan dengan teknis penyusunan  aksi perubahan 

yang dapat memberi semangat kepada penulis untuk menyelesaikan aksi 

perubahan ini; 

4. Auditor dan Bagian Tata Usaha Inspektorat Wilayah I atas komitmen dan kerja 

kerasnya sehingga tersusunnya aksi perubahan  ini; 

5. Para Team Leader, peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan VII 

Non Kementan atas dukungan dan kerja samanya; 

6. Seluruh keluarga tercintaku yang selalu memberikan support, dukungan dan doa 
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kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan  aksi perubahan ini dengan baik; 

7. Seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan  aksi 

perubahan ini. 

Penulis menyadari bahwa laporan aksi perubahan ini tidak luput dari berbagai 

kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan 

perbaikannya sehingga akhirnya aksi perubahan ini dapat memberikan manfaat bagi 

institusi dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas. 

Wassalaamu’alaikum warahmatullaahi wabarakatuh. 

 

Jakarta,      November 2023 

Team Leader, 

 

 

 

Yusup Subhan Abas, S.H., M.H. 

 NIP. 197907152000031001 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

 
Dalam Peraturan LAN Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan 

Pelatihan Struktural Kepemimpinan sebagaimana diubah dengan Peraturan LAN 

Nomor 6 Tahun 2022, Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) merupakan 

pelatihan struktural kepemimpinan yang ditujukan untuk mengembangkan 

kompetensi dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan 

pengawas. Kompetensi yang dikembangkan dalam PKP adalah kompetensi 

kepemimpinan pelayanan. Kompetensi kepemimpinan pelayanan berfokus pada 

gagasan bagaimana meningkatkan kualitas layanan kepada Masyarakat.  

Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)  

diharapkan dapat menciptakan nilai tambah pada pemberian layanan pengawasan 

untuk dapat mewujudkan Reformasi Birokrasi yang profesional dengan karakteristik 

adaptif, berintegritas, bekerja keras, cerdas, ikhlas serta mampu melayani pubik 

dengan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik.  

Dasar pembentukan organisasi Inspektorat Jenderal tertuang dalam pasal 35 

s.d. pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian kedudukan, tugas dan fungsi tertuang 

dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Aturan tersebut menjelaskan bahwa tugas Inspektorat Jenderal adalah 

menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia. Bentuk kongkrit dari penyelenggaraan pengawasan tersebut adalah 

menjalankan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di internal 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Inspektorat Jenderal terdiri dari Unit 

Sekretaris Inspektorat Jenderal dan 6 (enam) Inspektorat Wilayah yang terdiri dari 

Inspektorat Wilayah I s.d Inspektorat Wilayah       VI. 

Selain menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia. dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat 

Wilayah I menyelenggarakan fungsi penyiapan penyusunan kebijakan teknis 

pengawasan, rencana strategis, rencana kinerja tahunan, penetapan kinerja, dan 

program kerja, melaksanakan fungsi pengawasan dan pemantauan audit kinerja 

dan keuangan serta audit untuk tujuan tertentu  dan juga tugas mandatory dari 

Kementerian/Lembaga lain yang dilaksanakan oleh Inspektorat Wilayah I yaitu 

menjadi koordinator penyelenggaraan kegiatan Sistem Pengendalian Intern 
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Pemerintah (SPIP), koordinator penyelenggaraan layanan konsultasi Inspektorat 

Jenderal, koordinator telaah sejawat Inspektorat Jenderal, serta menjadi koordinator 

kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal berdasarkan Surat Keputusan Inspektur 

Jenderal Nomor: ITJ-10.OT.02.01 Tahun 2023 tanggal 16 Februari 2023 tentang 

Perubahan Atas Surat Keputusan Inspektur Jenderal Nomor ITJ-02.OT.02.01 

tanggal 17 Januari 2023. Beban tugas yang diberikan sebagai mandatory 

menghambat auditor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sehingga 

diperlukan monitoring terhadap segala bentuk kegiatan pengawasan. Monitoring 

kegiatan pengawasan diperlukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi 

pengawasan tersebut secara optimal. 

 Di tengah arus perubahan yang terus berlangsung di masyarakat, 

reformasi birokrasi menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam Upaya 

menciptakan pelayan publik, dimana dalam mendukukng program Presiden empat 

fokus Reformasi Birokrasi tematik yang salah satunya adalah Digitalisasi Layanan 

Pemerintah, digitaliasi layanan pemerintah telah mengubah cara dalam melakukan 

berbagai tugas administrasi secara digital sehinggan mampu terciptanya pelayanan 

yang akan lebuh transparan, cepat dan tidaak rumit 

Satuan kerja pengawasan memerlukan ketersediaan data dan monitoring 

kegiatan dan pelaporan yang terintegrasi dan dapat diakses dengan mudah. Saat 

ini, pengelolaan pengawasan di Inspektorat Wilayah I sudah diolah melalui sistem 

informasi manajemen pengawasan dan pelaksanaannya menjadi salah satu lingkup 

tugas Subbagian tata usaha Inspektorat Wilayah I. Akan tetapi, permasalahan yang 

dihadapi saat ini adalah belum terdapatnya aplikasi Dashboard pengelolaan kinerja 

dan tindaklanjut hasil pengawasan yang terintegrasi dan dapat diakses dengan 

mudah secara real time. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, Project Leader berinisiatif membuat 

rancangan aksi perubahan dengan merancang Pengembangan Aplikasi Dashboard 

Monitoring Kinerja Pegawai Inspektorat Wilayah Satu “KIPAS” dalam Peningkatan 

Layanan Administrasi Secara Real Time yang terintegrasi dan dapat diakses melalui 

aplikasi Dashboard berbasis web untuk pengelolaan kinerja pegawai dan 

tindaklanjut hasil pengawasan secara real time untuk meningkatkan kualitas 

layanan administrasi di Inspektorat Wilayah I. 

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI 

Dasar pembentukan organisasi Inspektorat Jenderal tertuang dalam pasal 

35 s.d. pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian kedudukan, tugas dan fungsi tertuang 

dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 
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tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Aturan tersebut menjelaskan bahwa tugas Inspektorat Jenderal adalah 

menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia. Bentuk kongkrit dari penyelenggaraan pengawasan tersebut adalah 

menjalankan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di internal 

Kementerianukum dan Hak Asasi Manusia. Inspektorat Jenderal terdiri dari Unit 

Sekretaris Inspektorat Jenderal dan 6 (enam) Inspektorat Wilayah yang terdiri dari 

Inspektorat Wilayah I s.d Inspektorat Wilayah VI dengan struktur bagai berikut:  

Gambar 1.1 
Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal Kemenkumham 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Gambar 1.2 
Struktur Organisasi Inspektorat Wilayah I 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pengawasan yang berintegritas, 

profesional, dan amanah, diperlukan pengelolaan sumber daya manusia yang 

kompeten.  Pegawai Inspektorat Wilayah I  berjumlah 33 (tiga puluh tiga) orang, 

dengan distribusi pegawai yang terdiri dari 1 (satu) Auditor Utama sekaligus Plt. 

Inspektur Wilayah I, 6 (enam) Auditor Madya, 6 (enam) Auditor Muda, 1 (satu) 

Auditor Penyelia, 16 (enam belas) Auditor Penyelia, 1 (satu) Auditor Pelaksana 

Lanjutan, 1 (satu) Kepala Sub Bagian serta 1 (satu) Penyusun Arsip dan 

Dokumentasi 
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Gambar 1.3. 

Struktur Pegawai Inspektorat Wilayah I 

 

Inspektorat Wilayah I Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM 

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pegawasan 

intern, pengawasn terhadap kinerja dan keuangan serta pengawasan untuk tujuan 

tertentu melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan 

lainnya atas pelaksanaan tugas pada 144 Satuan Kerja/UPT yang terdiri dari: 

1. Inspektorat Jenderal; 

2. Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM; 

3. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh (38 UPT;  

4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (20 UPT);  

5. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat (28 UPT); 

6. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (24 UPT);  

7. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau (22 UPT); 

Pasal 333 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Wilayah I 

menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengawasan, rencana strategis, 

rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja, dan program kerja Inspektorat 

Wilayah I; 

2. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan audit kinerja dan keuangan serta 

audit untuk tujuan tertentu di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I; 

3. Pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan & laporan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I; 
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4. Evaluasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah, pelayanan 

publik, wilayah bebas korupsi/wilayah bersih bebas melayani, dan akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I; 

5. Pembinaan pengawasan melalui sosialisasi, konsultasi, dan pendampingan di 

wilayah kerja Inspektorat Wilayah I; 

6. Penanganan pengaduan masyarakat, informasi media, dan isu actual di wilayah 

kerja Inspektorat Wilayah I; 

7. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi pendukung audit 

investigasi di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I; 

8. Pelaksanaan pemeriksaan disiplin pengawai di wilayah kerja  Inspektorat 

Wilayah I; 

9. Pelaksanaan tanggapan dan telaahan terhadap pelanggaran disiplin yang 

dilakukan pegawai di wilayah kerja Inspektorat Wilayah I; 

10. Penyusunan dan penyampaian laporan hasil pengawasan serta laporan 

akuntabilitas kinerja di Inspektorat Wilayah I; 

11. Pemantauan dan analisis tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Jenderal, 

Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan, dan 

Pembangunan, dan Ombudsman Republik Indonesia di wilayah kerja 

Inspektorat Wilayah I ; 

12. Pengelolaan hasil pengawasan di Inspektorat Wilayah I melalui system 

informasi manajemen pengawasan; dan 

13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di Inspektorat Wilayah I 

Sesuai dengan Pasal 334, Inspektorat Wilayah I terdiri atas: 

a. Subbagian Tata Usaha; dan 

b. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor. 

Selanjutnya diatur dalam Pasal 335 untuk Subbagian Tata Usaha sebagai berikut: 

1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan 

rumah tangga Inspektorat Wilayah I. 

2. Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi 

berada di bawah Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Inspektorat Jenderal 

dan secara operasional bertanggung jawab kepada Inspektur Wilayah I. 

C. TUJUAN AKSI PERUBAHAN 

Tujuan utama rancangan aksi perubahan Pengembangan Aplikasi 

Dashboard Monitoring Kinerja Pegawai Inspektorat Wilayah Satu “KIPAS” 

merupakan aplikasi dengan menu tambahan dashboard yang menampilkan 

ringkasan penting ke dalam halaman utama atau halaman awal dalam satu layar 

yang memberikan kemudahan dalam bekerja, dimana seluruh anggota di 
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Inspektorat Wilayah I dalam akses kinerja pegawai dan pengawasan yang 

diterapkan akan bertahap di bagian Tata Usaha dengan fokus pada layanan 

administratif bagi auditor hingga satuan kerja. Tujuan rancangan aksi perubahan 

dapat dibedakan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang 

sebagai berikut: 

Tabel 1.1 
Tujuan Aksi Perubahan 

 

No Jangka Tujuan 

1 Pendek Membangun Pengembangan Aplikasi Dashboard Kinerja dan 
Pengawasan  

2 Menengah Pemanfaatan Aplikasi Dashboard Kinerja dan Pengawasan  
bagi seluruh Pegawai di inspektorat Wilayah I  

3 Panjang Terlaksananya proses  evaluasi dan monitoring 
serta pengembangan fitur lanjutan 

D. MANFAAT AKSI PERUBAHAN 

Dalam rancangan Aksi Perubahan diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada berbagai pihak baik bagi penulis maupun untuk Instansi dimana penulis 

bekerja yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

Manfaat yang diberikan antara lain: 

1) Manfaat bagi Penulis: 

a. Membantu dalam pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha; 

b. Membantu dalam perbaikan pemberian layanan adminsitrasi di Inspektorat 

Wilayah I 

2) Manfaat bagi Instansi: 

a. Mempermudah monitoring kegiatan pengawasan Auditor di Inspektorat 

Wilayah I secara real time; 

b. Meningkatkan ketertiban pembuatan telaahan, tanggapan dan Laporan 

Hasil Pemeriksaan secara tepat waktu; 

c. Mempercepat proses penyusunan Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan 

Laporan Tahunan, baik dalam bentuk dokumen laporan rinci maupun 

bentuk dashboard dan infografis; dan 

d. Meningkatkan pencapaian kinerja bagi  Auditor  

3) Manfaat bagi Stakeholders: 

a. Membantu monitoring dan percepatan proses tindaklanjut temuan pada 

satuan kerja, baik kaitannya dengan BPK, BPKP, Kanwil maupun UPT. 

b. Bagi masyarakat yang menyampaikan pengaduan, mendapat kepastian 

terkait prosedur layanan pengaduan terutama standar layanan Kegiatan 

Pengawasan Inspektorat Jenderal. 
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BAB II  

RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 

A. ANALISIS PERMASALAHAN ORGANISASI DAN SOLUSI 

1. Identifikasi dan Analisis Masalah 

Dalam pelaksanaan pengawasan intern, beberapa permasalahan yang 

dialami oleh Inspektorat Wilayah I khususnya sub bagian Tata Usaha 

teridentifikasi antara lain sebagai berikut; 

a. Data kegiatan pengawasan yang belum akurat yang menyebabkan 

terjadinya perbedaan antar sesama Auditor;  

b. Laporan Hasil Pengawasan yang tidak diselesaikan tepat waktu 

menyebabkan terhambatnya pencapaian target kinerja Inspektorat Wilayah 

I 

c. Data tindaklanjut hasil pengawasan yang tidak real time dan belum akurat 

menyebabkan rekapitulasi data tindaklanjut tidak sesuai antara jumlah 

temuan pada Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan Petunjuk Penanganan 

dan Penertiban (Juktib) dengan data yang ada pada satuan kerja pada saat 

dilakukan monitoring sehingga sangat diperlukan optimalisasi data yang 

dapat diakses secara real time dan up-to-date untuk menghindari ketidak 

sesuai data yang diperoleh antara Inspektorat Wilayah dengan Bagian 

Sistem Informasi Pengawasan;  

d. Informasi yang belum bisa diproses oleh semua auditor atas disposisi 

pimpinan terkait dengan telaahan hukuman disiplin dan laporan hasil 

pemeriksaan atas revisi ataupun progress kerja hukuman disiplin dan 

laporan hasil pemeriksaan sebagai reminder untuk masing-masing 

tanggung jawab kerja sesuai dengan ranah masing-masing 

e. Rumitnya proses hukuman disiplin mulai dari usulan satuan kerja, telaahan, 

hingga penerbitan Surat Keputusan disertai dengan penggunaan berkas 

yang berbentuk fisik menyebabkan sulitnya melacak progress dan posisi 

berkas; 

f. Terdapat keluhan satuan kerja atas proses hukuman disiplin yang lebih dari 

jangka waktu yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan pencatatan 

yang masih manual atas tanggapan/ telahaan usulan hukuman disiplin;  

2. Isu Prioritas 

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, maka perlu ditentukan satu 

masalah utama dengan menggunakan metode USG (Urgency, Seriousness, 

Growth). 

Berdasarkan Modul Diagnosa Organisasi Lembaga Administrasi 
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Negara Republik Indonesia (LAN RI), metode USG terdiri dari: 

1. Urgency/Mendesak (U/M), adalah seberapa mendesak atau banyaknya 

waktu yang tersedia untuk menangani satu masalah. 

2. Seriousness/Kegawatan (S/G) adalah seberapa serius suatu isu/masalah 

sehingga perlu segera diselesaikan dikaitkan dengan akibat yang akan 

ditimbulkan. 

3. Growth/Pertumbuhan (G/P) adalah perkiraan atau seberapa besar 

kemungkinan makin memburuk/ bertambah buruknya keadaan sejak 

isu/masalah mulai terlihat dan jika tidak diselesaikan. (Setia Budi, 2019:19)  

Tabel 2.1 
Hasil Analisis USG  

 

No. Masalah 
Kriteria 

Total Ranking 
U S G 

1 Belum tersajinya data kegiatan 
dan pelaporan hasil pengawasan 
secara real time  

5 5 5 15 1 

2. Belum terpantaunya secara 
optimal tindak lanjut atas 
disposisi pimpinan   

5 4 3 12 2 

3. Ketidaksesuaian data hasil 
pengawasan (telaahan usulan 
dari satuan kerja dan hasil 
pemeriksaan) antara Inspektorat 
Wilayah dengan Bagian Sistem 
Informasi Pengawasan 

4 3 3 10 3 

 

Keterangan: 

 

 

 

Skala: 

U: Urgent : Mendesak  1. Sangat Kecil 

S: Serious : Akibat jika tidak segera diatasi  2. Sedang 

G: Growth : Berkembangnya masalah jika penyebabnya  3. Kecil 

   Dibiarkan  4. Besar 

 

 

  5. Sangat 

Besar 

Berdasarkan hasil analisis USG pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa Belum 

tersajinya data kegiatan dan pelaporan hasil pengawasan secara real time 

merupakan isu yang memiliki skor paling tinggi sebesar 15 dan menjadi prioritas 

nomor 1. Dengan demikian, Bblum tersajinya data kegiatan dan pelaporan hasil 

pengawasan secara real time merupakan isu prioritas yang perlu segera 

ditangani melalui rancangan aksi perubahan 

3. Analisa Penyebab Masalah 

Dalam mengidentifikasi akar penyebab masalah dilakukan dengan 

menggunakan instrument Fishbone Analysis, yaitu menempatkan masalah 

dalam diagram dengan menempatkan beberapa komponen penyebab dari 

permasalahan utama untuk mencari penyebab masalah, meliputi:  

Person/Man/SDM, Method/Metoda, Machine/ mesin/peralatan, Anggaran, 
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Material/Bahan dan Environment/Lingkungan. Problem statement yang telah 

diperoleh dari analisis USG sebelumnya adalah Belum tersajinya data kegiatan 

dan pelaporan hasil pengawasan secara real time”. Kemudian setelah 

dilakukan brainstorming untuk menemukan penyebab masalah dengan 

menggunakan metode analisis Diagram Fishbone tersebut didapat gambaran 

sebagai berikut: 

Gambar.2.1 
Diagnosa Fishbone 

 

 

1. Measurement (pengukuran), Belum tersajinya data kegiatan dan pelaporan 

hasil pengawasan secara real time disebabkan oleh belum adanya sarana 

pendukung dengan baik 

2. Method (Metode), Belum tersajinya data kegiatan dan pelaporan hasil 

pengawasan secara real disebabkan oleh kuranyanya koordinasi sesama 

pegawai dan prosedur pemantauan kegiatan dan pelaporan  belum 

dilakukan secara berkala; 

3. Man (Sumber Daya Manusia), Belum data tersajinya kegiatan dan 

pelaporan hasil pengawasan secara real time disebabkan beban tugas 

yang (tugas mandatori dari Kemneterian/Lembaga lainnya) dan  

ketidakpatuhan akan prosedur pelaporan; 

4. Machine (Teknologi), Belum tersajinya data kegiatan dan pelaporan hasil 

pengawasan secara real time disebabkan oleh belum terpasanngya 

aplikasi web dan penambahan dashboard. 

Ketidak patuhan 
akan prosedur 
pelaporan 

Beban tugas  
tinggi  

Kurang koordinasi antar 
pegawai  

Prosedur pemantauan  
kegiatan pelaporan 
belum dilakukan secara 
berkala 

Data tidak 
update 

Belum Tersaji 
nya Data 
Kinerja 
Pegawai 
Inspektorat 
Wilayah Satu  
Secara real 
time 

SDM Metode Pengukuran 

Anggaran Material Teknologi 

Belum ada sarana 
pendukung yang 
baik 

Keterbatasan 
anggaran 
pengembangan 
Aplikasi 

Data dukung yang 
minim  

Belum 
terpasangnya 
aplikasi web dan 
menu dashboard 
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5. Material, Belum tersajinya data kegiatan dan pelaporan hasil pengawasan 

secara real time disebabkan data dukung  yang minim dan data tidak up 

date. 

6. Money (Anggaran), Belum tersajinya data kegiatan dan pelaporan hasil 

pengawasan secara real time disebabkan karena keterbatasan anggaran 

dalam pengembangan aplikasi. 

 

4. Kondisi Ideal yang Diharapkan Solusi Inovatif 

Berdasarkan hasil penyebab masalah di atas, maka selnjutnya disusun 

alternatif sulusi di setiap permasalah dengan rincian sebahai berikut: 

Tabel 2.2 
Solusi Inovatif 

 

Elemen 
Organisasi 

Kondisi Saat Ini Kondisi Yang 
Diinginkan 

 Penyebab Gap Alternatif Solusi/ 
Gagasan 

Measurement 
(pengukuran) 

Belum adanya 
sarana pendukung 
yang baik 

Perbaikan sarana 
pendukung    

 Belum dipetakan 
kelemahan sarana 
pendukung  

Melakukan up date 
perbaikan sarana 
pendukung  

Method 
(Metode) 

Kuranganya 
koordinasi sesama 
pegawai dan 
prosedur 
pemantauan 
kegiatan dan 
pelaporan  belum 
dilakukan secara 
berkala  
 

Untuk dilakukan 
koordinasi antar 
sesama pegawai 
dan dilakukannya 
monitoring dan 
evaluasi 
pemantauan 
kegiatan dan 
pelapotran secara 
rutin 
 
 

 belum adanya 
koordinasi  dan 
pendataan atas 
laporan hasil 
pengawasan 
belum optimalnya 
rekonsiliasi antara 
Inspektorat 
Wilayah dengan 
Bagian Sistem 
Informasi 
Pengawasan hasil 
pengawasan 
(telaahan usulan 
dari satuan kerja 
dan hasil 
pemeriksaan)  

Melakukan koordinasi  
dan rekonsiliasi antara 
Inspektorat Wilayah 
dengan Bagian Sistem 
Informasi Pengawasan 
hasil pengawasan 
(telaahan usulan dari 
satuan kerja dan hasil 
pemeriksaan) secara 
rutin 
 

Man (Sumber 
Daya 
Manusia) 

beban tugas yang 
(tugas mandatori 
dari 
Kemneterian/Lemb
aga lainnya) dan  
ketidakpatuhan 
akan prosedur 
pelaporan  

Kinerja pegawai 
meningkat atas  
beban dan tugas 
pekerjaan secara 
optimal  dan 
pegawai paham 
dan patuh atas 
prosedur 
pelaporan 
 

 belum adanya 
pendataan atas 
laporan hasil 
pengawasan 
belum adanya 
pemantauan 
tindak lanjut atas 
disposisi pimpinan  

Melakukan pemantauan 
tindak lanjut atas 
disposisi pimpinan 

Material  Data dukung  yang 
minim dan data 
tidak up date 

Data dukung yang 
memadai untuk 
yang  
data update 

 belum melakukan 
update data 
kegiatan 
pengasawan  
secara real time  

Melakukan update data 
kegiatan dan pelaporan 
pengasawan  secara real 
time melalui 
pengembangan aplikasi 
menu Dashborrd   

Machine 
(Teknologi) 

Belum 
terpasanngya 
aplikasi web dan 
penambahan 
dashboard  

Terpasangnya 
aplikasi web yang 
memudahkan 
update data 
adanya 
penambahan 
menu dashboard 

 Belum adanya 
koordinasi dengan 
SIP rerkait 
pengembangan 
aplikasi yang 
sudah ada 

Koordinasi dan 
memberdayakan sumber 
daya IT yang ada di SIP  
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Elemen 
Organisasi 

Kondisi Saat Ini Kondisi Yang 
Diinginkan 

 Penyebab Gap Alternatif Solusi/ 
Gagasan 

Money 
(Anggaran), 

Keterbatasan 
anggaran 
pengembangan 
Aplikasi  

 

Pengembangan 
aplikasi dilakukan 
secara mandiri 
(non anggaran) 

 Belum 
memberdayakan 
sumber daya IT 
yang ada di SIP 
 

Melakukan koordinasi 
dan memberdayakan 
sumber daya IT yang 
ada di SIP  

  

5. Solusi Terpilih 

Selanjutnya dalam penentuan prioritas pemecahan masalah yang dilakukan 

menggunakan metode analisis tapisan Mc. Namara, dengan 3 kriteria analisis 

yaitu kontribusi (K), biaya (B) dan Kelayakan (L). Hasil analis dapat dilihat pada 

table dibawah ini : 

Tabel 2.3 
Hasil Analisis Tapisan Mc. Namara 

 

No Solusi K B L Jumlah Prioritas 

1 Melakukan perbaikan sarana 
pendukung aplikasi 
 

4 3 5 12 2 

2 Melakukan koordinasi  dan 
rekonsiliasi antara Inspektorat 
Wilayah dengan Bagian Sistem 
Informasi Pengawasan 

4 2 5 11 3 

3 Melakukan update data kegiatan dan 
pelaporan hasil pengasawan  secara 
real time melalui penambahan aplikasi 
menu dashboard 

5 3 5 13 1 

4 Melakukan pemantauan tindak lanjut 
atas disposisi pimpinan 

4 4 3 10 4 

5 Melakukan koordinasi dan 
memberdayakan sumber daya IT 
yang ada di SIP 

3 3 3 9 5 

 

Keterangan : 

K : Kontribusi 

L : Layak      B : Biaya 

Skor 5 = Sangat K, L   Skor 5 = B Sangat Rendah 

Skor 4 = K, L    Skor 4 = B Rendah 

Skor 3 = Cukup K, L   Skor 3 = B Cukup Rendah 

Skor 2 = Kurang K, L   Skor 2 = B Cukup Tinggi 

Skor 1 = Tidak K, L   Skor 1 = B Sangat Tinggi 

Berdasarkan metode analisis tapisan Mc. Namara diperoleh hasil prioritas 

pemecahan masalah system aplikasi yang mengatur tata kerja administratif 

dengan digitalisasi untuk wilayah kerja Inspektorat Wilayah I yang dapat 

mewujudkan target perubahan seperti akses yang mudah kapanpun dan 

dimanapun, perubahan dalam komunikasi dan koordinasi kerja serta 
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mewujudkan budaya kerja baru dengan adaptasi kerja secara digital sesuai 

dengan perkembangan teknologi informasi seperti sekarang. 

Dari uraian diatas, maka isu yang akan diambil pada aksi perubahan ini adalah 

Pengembangan Aplikasi Dashboard Kinerja Pegawai Inspektorat Wilayah Satu 

Dalam Peningkatan Layanan Administrasi Secara Real Time” 

Berdasarkan analisis permasalahan yang ada saat ini dan harapan yang 

diinginkan, penulis dalam menyusun rancangan perubahan untuk mendorong 

peningkatan layanan administrasi terhadap laporan hasil pengawasan dan 

kinerja pegawai Inspektorat Wilayah I berupa “Pengembangan Aplikasi 

Dashboard Kinerja Pegawai Inspektorat Wilayah Satu (KIPAS) Dalam 

Peningkatan Layanan Administrasi Secara Real Time pada Kementerian Hukum 

dan HAM” 

Penulis meyakini bahwa proyek rancangan aksi perubahan yang dijalankan akan 

membawa nilai tambah bagi organisasi khususnya dalam pelayanan administrasi 

secara optimal dan disajikan secara real time,  

6. Terobosan Inovasi 

Berdasarkan hasil analisa masalah, penulis mengajukan rancangan aksi 

perubahan dengan tema “Pengembangan Aplikasi Dashboard Kinerja Pegawai 

Inspektorat Wilayah Satu (KIPAS) Dalam Peningkatan Layanan Administrasi 

Secara Real Time pada Kementerian Hukum dan HAM” rancangan aksi 

perubahan ini dalam bentuk pengembangan inovasi berbasis web dengan 

penambahan menu dashboard.  

Inovasi penambahan menu dashboard tersebut menampilkan ringkasan 

penting ke dalam halaman utama atau halaman awal dalam satu layar. Dimana 

tujuan utamanya adalah memudahkan dalam melihat data secara mudah dan 

cepat.   

Dalam menu dashboard nantinya akan menjelaskan informasi data-data 

kegiatan dan tindak lanjut hasil pengawasan berupa telaahan, tanggapan dan 

pelaporan yang termonitor dengan baik dan tersaji real time. Kepala Sub Bagian 

Tata Usaha sebagai fasilitator administrasi dapat memberikan peningkatan  

layanan administrasi pada Inspektorat Wilayah I 

. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan peta jalan sebagai panduan 

pelaksanaan kegiatan. Penyusunan peta didahului dengan analisis business 

canvas model di bawah ini: 
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Gambar 2.2 
Bussiness Model Canvas 

 

KEY 
PARTNER 

KEY ACTIVITIES VALUE 
PREPOSITION 

CUSTOMER 
RELATIONSHIP 

CUSTOMER 
SEGMENT 

1, Penyedia 

Layanan 

Aplikasi 

2.Penyedia 

Jaringan 

Internet  

1. Input data 

kegiatan dan 

pelaporan 

2. Maintain aplikasi/ 

dashboard agar 

dapat digunakan 

dengan mudah  

  

Dashboard yang 

mudah, cepat, dan 

tepat secara real 

time dalam 

memetakan kinerja 

dan pengawasan di 

Itwil I 

Aplikasi Dashboard 

akan memudahkan 

kegiatan dan 

pelaporan baik dari 

sisi pimpinan 

maupun para auditor  

Pegawai 

Inspektorat 

Wilayah I 

KEY RESOURCE CHANNELS 

1. SDM yang 

memahami IT 

2. SDM administrasi 

penginput data 

kegiatan dinas 

Aplikasi Website 

COST STRUCTURE REVENUE STREAM 

Biaya konsumsi  rapat tim kerha  dan biaya transport darat  

 transport darat  

DIPA Inspektorat Wilayah I 

 

Pengembangan Aplikasi Dashboard Kinerja Pegawai Wilayah Satu 

(KIPAS) yang dikembangkan dalam perubahan ini bertujuan untuk mewujudkan 

target perubahan, yaitu: 

a. Perubahan sistem administrasi Inspektorat Wilayah I 

b. Dengan adanya perubahan pengembangan aplikasi ini diharapkan sistem 

administrasi, pelaporan,dan rekap sudah berbasis digital dapat diakses 

dimanapun secara real time. 

c. Perubahan komunikasi kerja 

d. Sistem dan aplikasi ini akan mendorong komunikasi antar bagian  untuk lebih 

cepat mengerjakan Laporan Hasi Pemeriksaaan . 

e. Perubahan  Tataran Koordinasi Kerja 

f. Sistem dan Aplikasi ini akan menjadi media koordinasi dalam tata usaha 

Inspektorat Wilayah I. 

g. Pengaruh budaya kerja 

h. Dengan adanya perubahan baru tersebut diharapkan dapat mewujudkan 

perubahan budaya kerja di Inspektorat Wilayah I. 

7. Adopsi dan Adaptasi Hasil Studi Lapangan 

Hasil lesson learnt, adopsi dan adaptasi terhadap studi lapangan 

di Balai Besar Karantina Pertania (BBKP) Tanjung Priok dan Balai 

Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang bisa diterapkan 
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pada Aks Perubahan yang akan dibuat tersaji pada Tabel: 

Tabel 2.4. 
Lesson learnt, Adopsi dan Adaptasi Aksi Perubahan 

 

No Agenda 
Pembelajaran 

Lesson Learnt Adopsi Adaptasi 

1 Peran 
Lepemimpinan 

Pentingnya 
Komitmen 
pimpinan dalam 
melaksanakan 
program untuk 
mencapai visi 
dan misi 
organisasi 

Peran 
Kepemimpina 
bukan saja 
sebagau atasan 
namun harsu bisa 
memposisikan 
sebagai pelaksana 
layanan 

Sikap 
Kepemimpinan yang 
rendah hati  

2 Inovasi Pelayanan Melakukan 
terobosn 
inovasi 
pelayanan  

Inovasi yang 
memberikan 
kecepatan dalam 
pelayanan  

Memberikan 
informasi yang cepat 
dan mudah dalam 
memberikan data 
kegiatan dan 
pelaporan  

3 SDM Pengembangan 
kompetensi SDM 
yang terencana dan 
telah dimasukan 
dalam program 
kerja organisasi 
sesuai kebutuhan 
organisasi 

Perlu diadopsi 
dalam 
perencanana 
program kerja 
pengambangan 
SDM  

Pentingnya SDM 
dalam organisasi  
untuk mencapai 
tujujan organisasi 
yang baik 

4 Penerapan 
Manajemen 
Mutu 

Menerapkan SNI 
ISO 37001:2016 
Dan SNI ISO 
17025:2017 

Memberikan 
kepastian 
pengguna jasa 
guna 
mendapatkan 
layanan yang 
berkualitas 

Menerapkan 
standar ISO  

5 Pengawasan dan 
Pengendalian 
Pelayanan  Publik 

1. Melalkukan 
evaluasi dan 
monitoring 
pengawasam 
internal maupun 
eksternal 

2. Pengaduan telah 
dijalankan 
dengan baik dan 
cepat secara 
digital 

 

Penangan 
pengaduan 
melalu layanan 
pengaduan 
secara online 

Telah diterapkan 
pengaduan melalu 
layanan pengaduan 
melalui WBS 

B. TAHAPAN KEGIATAN 

Untuk mewujudkan tujuan dari pelaksanaan aksi perubahan ini, perlu 

direncanakan tahapan kegiatan yang dilakukan pada jangka pendek, jangka 

menengah dan jangka panjang dalam bentuk milestone. Milestone merupakan alat 

perencanaan kegiatan yang berisi rangkaian aktivitas disertai dengan estimasi 

waktu masing-masing pengerjaannya sebagai panduan pelaksanaan agar sasaran 
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aksi perubahan dapat tercapai. Adapun milestone dari aksi perubahan ini adalah 

sebagai berikut:  

Tabel 2.5 
Rencana Kegiatan dalam Tahapan 

 

No Kegiatan PenanggungJawab Output Waktu 

Jangka Pendek (1-2 Bulan) 

1.  
Persiapan atas Aksi Perubahan dan 
melaporkan gagasan Aksi Perubahan 
Kepada Mentor 

Projek Leader Disposisi 
persetujuan 

20 s.d 26 
Sept 
2023 

2.  
Pembentukan Tim Kerja Efektif serta 
pembuatan konsep SK Tim Kerja Efektif 

Projek Leader SK Tim 
Kerja 
Efektif 

27 Sept 
s.d 3 Okt 

2023 

3.  

Pengumpulan bahan, informasi, dan 
melakukan transfer data ke dalam google 
spreadsheet dalam bentuk kegiatan rapat 

Tim Efektif Nota dinas, 
notulen, 
dan 
dokumenta
si 

4 s.d 10 
okt 2023 

4.  
Membuat rancang pengembangan Aplikasi 
Dashboard 

Tim Efektif dan IT 
SIP 

Desain 
Dasboard 

11  s.d  
24 Okt 
2023 

5.  

Memprogram aplikasi Projek Leader dan IT 
SIP 

Program 
aplikasi 

25 Okt 
s.d 12 
Nov 
2023 

6.  
Melakukan uji coba terhadap aplikasi  Projek Leader dan IT 

SIP 
Hasil uji 
coba 
aplikasi 

13 s.d 19 
Nov 
2023 

7.  
Melakukan evaluasi monitoring Projek Leader dan IT 

SIP 
Catatan 
hasil 
monev 

13 s.d 19 
Nov 
2023 

Jangka Menengah (3-12 Bulan) 

1. Aplikasi siap diluncurkan 
Projek Leader dan IT 
SIP 

Aplikasi 20 s.d 27 
Nov 
2023 

2. 

Menyusun konsep Surat Edaran tentang 
implementasi aplikasi 

Projek Leader dan IT 
SIP 

Surat 
Edaran 

28 Nov 
s.d  5 
Des 
2023   

3. 
Menandatangani     Surat    Edaran tentang 
implementasi aplikasi 

Projek Leader dan IT 
SIP 

Surat 
Edaran 

6 s.d 12 
Des 
2023 

4. 
Melaksanakan sosial pemanfaatan  

aplikasi 

Projek Leader dan IT 
SIP 

Kegiatan 13 s.d 19 
Des 
2023 

5. 

 
Evaluasi dan monitoring 

 
Projek Leader dan IT 
SIP 

Catatan 
hasil 
monev 

20 Des 
2023 s.d 
20 Spt 
2024 

 
Jangka Panjang (1 s.d 2 tahun) 

 
Pengembangan Aplikasi Dashboard Kinerja Pegawai memberikan manfaat dan 

keberlanjutan dengan adanya evaluasi dan monitoring terhadap implementasi 

aplikasi sehingga menciptakan sistem kerja yang terintegrasi untuk seluruh 

keperluan Inspektorat Wilayah I. 

C. SUMBER DAYA MANUSIA 

Dalam pelaksanaan rancangan aksi perubahan diperlukan dukungan sumber daya 
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dalam pelaksanaan kegiatan. Peta pemanfaatan sumber daya terdiri dari Tim Kerja, 

pemetaan stakeholder 

a. Tim Kerja 

Penyusunan rancangan aksi perubahan perlu ditunjang Tim Kerja dalam rangka 

mempersiapkan hal-hal yang diperlukan serta efektinya proses penyusunan. Tim 

Kerja sebagai berikut: s 

 
Gambar 2.3  

Sumber Daya Manusia 
 

 

Pembagian tugas Tim Kerja dapat jelaskan sebagai berikut 

1. Mentor memiliki tugas masukan dalam pengembangan inovasi baru dan 

memberikan supervisi, dukungan, persetujuan serta masukan terhadap 

rancangan aksi perubahan 

2. Team Leader memiliki tugas memimpin pelaksanaan perubahan aksi, 

melaporkan setiap perkembangan dan target yang dicapai dan melakukan  

evaluasi monitoring dan pengawasan 

3. Administrator memiliki tugas penghimpunan data dan konversi data menjadi 

tampilan visual dan dashboard, serta penghimpun setiap informasi yang 

nantinya akan didistribusikan dengan menggunakan sinkronisasi data 

4. Admin Data Perjadin memiliki tugas mengumpulkan dan merekap data 

perjalanan dinas mulai dari pencairan dan pertanggungjawaban perjadin, 

5. Admin Data Hukdis memiliki tugas mengumpulkan dan merekap data 

 

  

        

  

Admin Data 
Keuangan 

Admin 
Data Pengaduan 

Admin 
Data HUKDIS 

Admin 
Data Perjadin dan 

LHP 

 
Administrator 

  
Team Leader 

Yusup Subhan Abas 

Mentor 
Plt Inspektur Wlayah I 

 
Budi, S.H 
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hukuman disiplin tanggapan dan tindaklanjut 

6. Admin Data LHP memiliki tugas Mengumpulkan dan merekap LHP yang sudah 

turun dari TU Pim dan memonitor  

7. Admin Informal memiliki tugas mengumpulkan informasi terkait dengan 

perubahan aturan di internal Kementerian Hukum dan HAM dan Inspektorat 

Jenderal  terkait Hukuman Disiplin dan LHP 

b. Pemetaan Stakeholder 

Pemetaan stakeholder diperoleh melalui proses identifikasi para 

stakeholder yang terlibat dan terkena dampak dari aksi perubahan baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian diidentifikasi lagi sifat 

dukungan dari masing-masing stakeholder positif (+), negatif (-), atau netral 

(+/-). Stakeholder yang memiliki dukungan positif berarti mendukung dan 

diprediksi akan mendukung karena menerima dampak positif dari aksi 

perubahan. Selanjutnya stakeholder juga akan diidentifikasi terkait tinggi 

rendahnya kepentingan dan tinggi rendahnya pengaruh terhadap aksi 

perubahan. Setelah dilakukan identifikasi dan dikelompokkan menjadi 

empat kuadran diperoleh hasil seperti gambar di bawah:  

Gambar 2.4 
Pemetaan Stakeholder 

 

a. Promoters (High Influence, High Interest)  

Kelompok stakeholder ini memiliki kepentingan besar terhadap upaya 

dan juga kekuatan untuk membantu keberhasilan aksi perubahan ini. Memiliki 

peran yang besar terhadap program dan juga memiliki kekuatan untuk 

membantu membuat aksi perubahan berhasil atau menggagalkannya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LATEN 
(Pengaruh Tinggi 

Kepentingan Rendah) 
 

• Auditor 
• Staf Tata Usaha 

 

PROMETER 
(Pengaruh Tinggi 

Kepentingan Tinggi) 
 

• Inspektur Wilayah 
• Kasubbag Tata Usaha 

 

APATETICS 
(Pengaruh Rendah 

Kepentingan Rendah) 
• Kementerian 

Lembaga 
• Satuaan Kerja 
• Masyarakat 

 

DEFENDER 
(Pengaruh Rendah 
Kepentingan Tinggi) 

 
• IT  
• SIP (Sistem Informasi 

Pengawasan) 
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Kelompok ini terdiri dari pimpinan/atasan, penanggung jawab aksi perubahan 

yang dapat mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan kriteria 

keberhasilan aksi perubahan Dalam hal ini yang termasuk dalam Promoters 

yaitu: Inspektur Wilayah sebagai mentor, dan Kepala Subbagian Tata Usaha 

sebagai Project Leader.  

b. Defender (Low Influence, High Interest) 

Kelompok stakeholder in! memiliki kepentingan pribadi dan dapat 

menyuarakan dukungannya dalam komunitas, tetapi kekuatannya kecil untuk 

mempengaruhi upaya mewujudkan aksi perubahan ini. Mereka yang memiliki 

kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan dukungannya dalam komunitas, 

tetapi kekuatannya kecil untuk mempengaruhi program. Kelompok ini adalah 

IT dan Bagian SIP (Sistem Informasi Pengawasan).  

c. Latens (High Influence, Low Interest) 

Kelompok stakeholder ini tidak memiliki kepentingan khusus maupun 

terlibat dalam upaya melaksanakan aksi perubahan ini, tetapi memiliki 

kekuatan besar untuk mempengaruhi aksi perubahan ini jika mereka menjadi 

tertarik. Mereka yang tidak memiliki kepentingan khusus maupun terlibat 

dalam program, tetapi memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi program 

jika mereka menjadi tertarik. Kelompok ini terdiri dari Auditor dan Staf Tata 

Usaha 

d. Apathetics (Low Influence, Low Interest) 

Kelompok stakeholder ini kurang memiliki kepentingan maupun kekuatan 

bahkan mungkin tidak mengetahui adanya upaya aksi perubahan ini. Kurang 

memiliki kepentingan maupun kekuatan, bahkan mungkin tidak mengetahui 

adanya kegiatan. Pada awalnya kelompok yang masuk dalam Apathetics 

yaitu: Kementerian, satuan kerja dan masyarakat 

Sesuai dengan kuadrannya, setiap stakeholder memiliki karakteristik tersendiri 

sehingga disusun strategi komunikasi sebagai berikut : 
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  Tabel 2.6 
Strategi Komunikasi Stakeholder 

 

Kuaran Keterangan Strategi 
Komunikasi 

Promoter Kelompok stakeholder ini memiliki 

kepentingan besar terhadap upaya dan juga 

kekuatan untuk membantu keberhasilan aksi 

perubahan ini 

- Laporan berkala 

- Rapat koordinasi 

Defender Kelompok stakeholder in! memiliki 

kepentingan pribadi dan dapat menyuarakan 

dukungannya dalam komunitas, tetapi 

kekuatannya kecil untuk mempengaruhi 

upaya mewujudkan aksi perubahan ini 

Focus Group 

Discussion 

Laten Kelompok stakeholder ini tidak memiliki 

kepentingan khusus maupun terlibat dalam 

upaya melaksanakan aksi perubahan ini, 

tetapi memiliki kekuatan besar untuk 

mempengaruhi aksi perubahan ini jika 

mereka menjadi tertarik 

Sosialisasi 

Apathetic Kelompok stakeholder ini kurang memiliki 

kepentingan maupun kekuatan bahkan 

mungkin tidak mengetahui adanya upaya 

aksi perubahan ini. 

Sharing 

session 

 

D. ANGGARAN 

Anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan aksi perubahan pengembangan 

aplikasi menggunakan anggaran Inspektorat Wilayah I. Estimasi kebutuhan dana 

yang akan diperlukan sebagai berikut : 

Tabel 2.7 
Estimasi Kebutuhan Anggaran 

 

No Alokasi Anggaraan Biaya 

1 Konsumsi Rapat Tim Efektif Rp.                   2.000.000,- 

2 Konsumsi Rapat dengan stakeholder terkait Rp.                   2.000000,- 

Total Rp.                 4.000.000,- 

 

Dalam penyusuna aksi perubahan ini penulis melakukan efesiensi 

penghematan anggaran, khususnya dalam penghematan anggaran pengembangan 

aplikasi, dalam melaksanakan rancangan aksi perubahan pengembangan aplikasi 
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dashboard ini penulis memanfaatkan sumber daya yang ada yaitu tim IT di bagian 

Sistem Informasi Pengawasan. Perhitungan penghematan anggaran, dalam 

pembuatan anggaran aplikasi diperkirakan sebesar Rp25.000.000.-, diperikirakan 

ada penghematan sebesar 80% atau sebesar Rp. 20.750.000,-. 

E. MANAJEMEN MUTU 

Dalam pelaksanaan rancangan aksi perubahan, ditemukan masalah 

atau kendala yang menghambat kelancaran dan keberhasilan dalam 

mencapai target serta tujuan aksi perubahan, namun demikian kendala 

tersebut dapat diatasi dengan menemukan solusi yang tepat sehingga 

pelaksanaan aksi perubahan tetap bisa berjalan lancar sesuai dengan yang 

sudah direncanakan. Adapun kendala yang ditemui antara lain: 

Tabel 2.8 
Manajemen Mutu 

 
                           

F. STRATEGI PENGEMBANGAN POTENSI DIRI 

Strategi pengembangan potensi adalah proses pemetaan (assessment) yang 

sifatnya praktis dan mudah dipahami dalam operasionalisasinya. Hal ini dilakukan 

No Peta Resiko Rencana Mitigasi Level 
Indikator 
Keberhasilan 

1 

Keterbatasan Sumber 
Daya Manusia dalam 
pengembangan Aplikasi 
Dashboard Kinerja dan 
Pengawasan 

Membuat perencanaan yang 
efektif serta membuat pelatihan 
dan  diskusi atau brainstorming     
guna meningkatkan mutu dan 
pengetahuan SDM 

Tinggi 
Terbentuknya dan 
launching Aplikasi 
Dashbord Kinerja dan 
Pangawsan  

2 
Jaringan internet yang 

kurang stabil 

Pemeliharaan rutin 

jaringan dan aplikasi 

Rendah Jaringan, lancar tanpa 

ada hambatan 

3 
Kurangnya pemahaman 
dalam pemakaian aplikasi 

Pembuatan manual ataupun 
tutorial serta adanya FAQ 
(Frequently Asked Question) 
guna meningkatkan 
pemahaman semua 
Pengguna 

 
Tinggi 

Aplikasi dapat 
digunakan dengan 
pemahaman penuh 

4 
Maintenance aplikasi dan 
integrasi data 

Perlunya dibuat satu tim   
khusus sebagai 
penanggungjawab aplikasi 
secara berkala sehingga 
aplikasi tetap terus go live 
tanpa jalan 
setengah-setengah 

Tinggi 

Aplikasi dapat terus 
berjalan bahkan 
melakukan upgrade ke 
level yang lebih luas 

5 Keakuratan Data 

Perlunya administrator 
penyunting yang bertanggung 
jawab atas setiap bidang data 
pengawasan 
 

Tinggi Keakuratan data 
tetap terjaga karena 
setiap administrator 
memiliki bidang 
datanya masing-
masing 
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sebagai upaya menjaring profil sederhana yang menggambarkan aspek sikap dan 

perilaku kepemipinan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas. Proses 

pementaan tersebut dilakukan dengan menggunakan model pendekatan perceptual 

judgement (berbasis persepsi) terhadap perilaku-perilaku praktis seseorang di 

lingkungan kerjanya. Penerapan assessment ini mengacu pada Peraturan Menteri 

PAN-RB Nomor 38 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan, di mana dari 

8 kompetensi manajerial, dilakukan  penyesuaian dan peninjauan ulang terhadap 

relevansi proses pengembangan kompetensi pada konteks pelatihan kepemimpinan, 

terutama intervensi saat coaching. 

Dalam Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, peserta pelatihan diminta untuk 

melakukan pemetaan sikap perilaku dan pembangunan potensi diri dengan tujuan 

agar: 

1. Peserta mengenali sikap perilaku kepemimpinan yang dimiliki dan kebutuhan 

Pembangunan yang dibutuhkan; 

2. Peserta mampu mengelola diri sendiri untuk selalu mengembangkan potensi 

yang dimiliki. 

Pengenalan potensi diri bagi pejabat pengawas sangat penting, dengan pengenalan 

potensi diri yang baik maka yang bersangkutan dapat menggali dan 

mengembangkan kemanpuan yang terpendam sehingga kinerja pelayanan dapat 

lebih optimal. Penialain strategi pembangunan potensi diri dilakukan dalam 4 

(empat) tahapan yaitu: 

1. Peserta melakukan pemetaan sikap perilaku kepemimpinan secara mandiri 

2. Mentor (atasan langsung) melakukan penilain sikap perilaku kepemimpinan 

peserta  pelatihan 

3. Komunikasi peserta dan mentor untuk penilain sikap perilaku 

4. Pembangunan strategi pembangunan potensi diri. 
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Tabel 2.9 
Pemetaan Sikap Perilaku Kepemimpinan Secara Mandiri 
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Tabel 2.10 
Penilaian Sikap Perilaku Kepemimpinan Peserta oleh Mentor 
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Tabel 2.11 
Rekap Nilai Akhir Sikap Perilaku Peserta 

 

 

 

Dengan memperhatikan hasil penilaian sikap perilaku perserta di atas sudah baik. 

Peserta diharapkan terus menjaga integritas, aktif menjalin komunikasi yang baik 

dengan pihak internal maupun dengan stakeholder eksternal organisasi. Dalam 

hal mengelola perubahan, peserta diharapkan terus dapat memahami dan 

mengamalkan CORE VALUE BEARKHLAK dalam hal peningkatkan inovasi 

pelayanan. Keikutsertaan pada pelatihan dini perlu dilakukan sebagai media 

pembelajaran benchmarking untuk menari best practice layanan publik 
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BAB III  

LAPORAN AKSI PERUBAHAN 
 

A. CAPAIAN AKSI PERUBAHAN DAN PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK  

Inovasi KIPAS merupakan dashboard monitoring kinerja yang dibuat untuk 

meningkatkan layanan administrasi secara real time di Inspektorat Wilayah I. Sesuai 

dengan milestone, target yang ditetapkan dalam jangka pendek adalah tersusunnya 

rancangan dashboard monitoring kinerja. Adapun daftar kegiatan yang telah terealisasi 

pada capaian tahapan kegiatan/milestone jangka pendek yang dapat disampaikan pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 3.1. Tahapan Kegiatan Milestone Pelaksanaan Aksi Perubahan 

 
 

No. 

 

Kegiatan 

 

Output 

 

Waktu 

Rencana 

 

Waktu 

Realisasi 

 

Capaian 

Realisasi 

(%) 

 

Strategi 

AkPer/ 

Mobilisa si 

SDM 

 

Implementasi 

BerAkhl ak 

 

Ket 

1 Persiapan atas 

Aksi Perubahan 

dan melaporkan 

gagasan Aksi 

Perubahan 

Kepada Pimpinan 

dan Mentor 

Disposisi  

persetujuan 

 20 s.d 26 Sept  

2023 

26 September 

2023 

100 % Melaporkan 

dan meminta 

pesetujuan 

terkait dengan 

pentingnya 

pembuatan 

Pengembangan 

Aplikasi 

Adaptif : 

melakukan 
dengan prokatif  

  

2 Pembentukan Tim 

Kerja Efektif serta 

pembuatan konsep 

SK Tim Kerja 

Efektif 

SK Tim Kerja 

Efektif 

 27 Sept s.d 3 

Okt 2023 

27 September 

2023 

100 % Melakukan 

rapat dengan 

tim  dalam  

pembagian 

tugas dan 

dituangkan ke 

dalam SK 

Harmonis: 

Membangun 

lingkungan kerja 

dengan tim 

secara kondusif 

 

Kolaboratis: 

Menggerakan 

pemanfaatan tim 

untuk tujuan 

bersama 

  

3 Pengumpulan 

bahan, informasi, 

dan melakukan 

transfer data ke 

dalam google 

spreadsheet dalam 

bentuk kegiatan 

rapat 

Nota dinas, 

notulen, dan 

dokumentasi 

4 s.d 10 Okt 

2023 

5 Oktober 2023 100 % Menyusun 

konsep 

pedoman 

pengawasan 

dan 

pengumpulan 

bahan 

informasi 

Kompeten : 

Melaksanakan 

tugas dengan 

baik  

 

 

4 Membuat rancang 

pengembangan 

Aplikasi 

Dashboard 

Desain 

Dasboard 

11  s.d  24 

Okt 2023 

23 Oktober 2023 100 % Merancang 

desain 

prototype 

pengembangan 

aplikasi 

dashboard 

bersama Tim IT 

SIP 

Adaptif : 

Melakukan 

inovasi dan 

pengembangan 

kratifitas  

 

 

5 Memprogram 

aplikasi 

Program 

aplikasi 

1 s.d 10 Nov 

2023 

8 November 

2023 

100 % Berkoordinasi 

dengan 

stakeholder 

terkait  yaitu 

staif IT SIP 

Kolaboratif : 

Bekerjasama 

dengan Tim IT 

SIP guna 

menghasilkan 

aplikasi 

menghasilkan 

nilai tambah 

 

6 Melakukan uji 

coba terhadap 

aplikasi 

Hasil uji coba 

aplikasi 

10 Nov 2023 10 Nov 2023 100 % Uji coba 

bersama Tim 

Efektif  

Berorientasi 

Pelayanan:  
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No. 

 

Kegiatan 

 

Output 

 

Waktu 

Rencana 

 

Waktu 

Realisasi 

 

Capaian 

Realisasi 

(%) 

 

Strategi 

AkPer/ 

Mobilisa si 

SDM 

 

Implementasi 

BerAkhl ak 

 

Ket 

Bersama Tim 

melakukan 

perbaikan tiada 

henti 

7 Sosialisasi KIPAS Dokumentasi 14 Nov 2023 14 Nov 2023 100 % Melakukan 

sosialisasi 

bersama tim 

efektif dan 

stakeholder 

Kompeten : 

Melaksanakan 

tugas dengan 

baik  

 

 

8 Evaluasi dan 

Monitoring 

Catatan hasil 

monev 

15 s.d 18 

Nov 2023 

18 Nov 2023 100 % Monitoring dan 

evaluasi dari 

Auditor  

Kolaboratif : 

Memberikan 

kesempatan 

kepada para 

Auditor untuk 

memberikan 

kontribusi   

 

 
 

Realisasi kegiatan dalam jangka pendek dan proses akselerasi yang telah dilakukan 

dapat disampaikan lebih detail sebagai berikut: 

1. Persiapan Aksi Perubahan dan Melaporkan Gagasan Kepada Mentor 

Project Leader melakukan diskusi dengan staf untuk membahas kendala dan 

hambatan yang terdapat pada proses pelaksanaan rekapitulasi data real time 

pengelolaan hasil pengawasan. Hasil diskusi tersebut menghasilkan satu ide berupa 

pembuatan aplikasi dashboard kegiatan hasil pengawasan. Project Leader 

selanjutnya melapor dan berkonsultasi kepada Mentor mengenai ide pembuatan 

aplikasi pengawasan internal pada Inspektorat Wilayah I. Berdasarkan penjelasan dari 

Project Leader terkait dengan pentingnya pembuatan Pengembangan Aplikasi 

Dashboard Monitoring Kinerja Pegawai Inspektorat Wilayah Satu “KIPAS” dalam 

Peningkatan Layanan Administrasi Secara Real Time, maka Mentor kemudian 

menyetujui dan memberikan dukungan penuh pada rancangan aksi perubahan ini dan 

melaporkan kepada Pimpinan terkaiit permintaan pengembangan aplikasi dashboard 

yang akan dikerjaan oleh Tim IT bagian Sistem Informasi Pengawasan. 

Tanggapan/Arahan Mentor: 

Mentor menyampaikan bahwa pembangunan dashboard monitoring harus 

memberikan manfaat bagi pelaksanaan tugas di Inspektorat Wilayah I khususnya 

kepada pimpinan dan para auditor sehingga dashboard yang dibuat bukan hanya 

sekedar pemenuhan pelatihan namun juga dapat digunakan secara terus menerus 

guna kelancaran pelaksanaan kerja khususnya di bidang pengawasan.  

 

Tanggapan Pimpinan/Sekretaris Inspektorat Jenderal: 

Sekretaris Inspektoerat Jenderal mendukung dengan memberikan catatan  
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persetujuan didalam nota dinas tersebut terhadap pengembangan aplikasi dashboard 

monitoring kinerja pegawai Inspektorat Wilayah Satu (KIPAS) yang ditujukan kepada  

bagian Koordinator Hubungan Masyarakat dan Sistem Informasi Pengawan Internal 

untuk dapat membantu dalam pembuatan pengembagan aplikasi dashboard tersebut. 

Stakeholder yang terlibat : Projek Leader, Mentor dan Sekretaris Inspektorat 

Jenderal 

Strategi aksi perubahan/mobilisasi SDM: 

Melaporkan dan menyampaikan tujuan,manfaat aksi perubahan kepada mentor serta 

meminta persetujuan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal pembuatan 

Pengembangan Aplikasi 

Implementasi Penerapan nilai Kepemimpinan Berakhlak 

Adaptif: 

Menerapkan nilai adaptif dengan cara melakukan prokatif dalam pelaksanaan aksi 

perubahan dan melakukan pembimbingan dan konsltasi kepada mentor dan meminta 

persetujan Sekretaris Inspektorat Jenderal 

Gambar 3.1. Berdiskusi bersama dengan Mentor tanggal 26 September 2023 

 
Gambar 3.2. Nota Dinas Permintaan Persetujuan Pengembangan Aplikasi 
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2. Pembentukan Tim Efektif 

Setelah mendapat persetujuan dari Mentor, Project Leader kembali berdiskusi dengan 

staf untuk membentuk satu Tim Efektif guna mendukung aksi perubahan ini. 

Pembentukan Tim Efektif melibatkan staf subbagian tata usaha di lingkungan 

Inspektorat Wilayah I yang setiap harinya bertugas untuk melakukan penginputan data 

pengawasan, keuangan, pengaduan, dan hukuman disiplin. Setiap pegawai 

memberikan masukan terkait dengan pembentukan tim efektif baik tugas dan unsur-

unsur yang ada di dalamnya. Setelah berdiskusi dan mendengarkan saran dari para 

pegawai di Inspektorat Wilayah I maka terbentuklah Tim Efektif yang terdiri atas 

Mentor, Project Leader, Administrator, dan Tim Kelompok Kerja yang di dalamnya 

termasuk Admin Data Perjalanan Dinas dan Laporan Hasil Pengawasan, Admin Data 

Hukuman Disiplin, Admin Data Pengaduan dan Telaahan Lainnya serta Admin Data 

Keuangan. Komposisi masing-masing tim disusun berdasarkan kompetensi individu 

yang terlibat. Administrator terdiri dari staf tata usaha yang memiliki kemampuan di 

bidang TI. 

Tim Kelompok Kerja terdiri atas staf tata usaha Inspektorat Wilayah I. Adapun Output 

dari kegiatan ini yaitu Surat Keputusan (SK) Tim Efektif Nomor ITJ.2.UM.01.01-1141 

tanggal 27 September 2023 yang di tanda tangani oleh Plt. Inspektur Wilayah I. 

Adapun uraian tugas Tim Efektif tersebut di atas adalah sebagai berikut: 

1) Pembina/Mentor, memiliki tugas; 

a. Memberikan masukan dalam pembuatan dan pengembangan inovasi baru; 

b. Memberikan supervisi, dukungan dan persetujuan, dan masukan terhadap 

aksi perubahan. 

2) Project Leader, memiliki tugas; 

a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Aksi Perubahan bersama dengan Tim Kerja 

dan Administrator; 

b. Melakukan koordinasi, konsultasi, sosialisasi, persuasi, dan/atau kerjasama 

dengan stakeholder Aksi Perubahan; dan 

c. Melapor kepada atasan langsung sebagai mentor untuk hal-hal  yang terkait 

dengan substansi Aksi Perubahan. 

3) Administrator, memiliki tugas; 

a. Penghimpunan data dan konversi data menjadi tampilan visual dan 

dashboard, serta penghimpun setiap informasi yang nantinya akan 

didistribusikan dengan menggunakan sinkronisasi data; 

b. Membantu persiapan kegiatan dan penyiapan bahan untuk setiap tahap 

pelaksanaan Aksi Perubahan; 

c. Melakukan persiapan untuk pembahasan, diskusi, dan sosialisasi, penyiapan 

undangan, penyampaian undangan, penyiapan ruang rapat, materi, peralatan, 



 
29 

dan perlengkapan; 

d. Menyusun dokumentasi dan notulensi hasil pembahasan dan diskusi; 

e. Membantu mengolah data serta menyusunnya;  

f. Membantu penyiapan laporan Aksi Perubahan; dan 

d. Membantu pembuatan video tutorial penggunaan Aplikasi. 

4) Tim Kelompok Kerja, terdiri dari; 

a. Admin Data Perjalanan Dinas dan Laporan Hasil Pengawasan, bertugas; 

a) Mengumpulkan dan merekap data perjalanan dinas, cuti dan kegiatan 

rapat masing-masing pegawai Inspektorat Wilayah I; 

b) Mengumpulkan dan merekap LHP yang sudah dikirim oleh tim dan 

memonitor kegiatan yang belum dilaporkan; 

c) Melakukan persiapan kegiatan dan memberikan informasi serta 

menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan Aksi 

Perubahan; dan 

d) Melakukan pembahasan dan diskusi materi secara periodik. 

b. Admin Data Hukuman Disiplin, bertugas: 

a) Mengumpulkan dan merekap data hukuman disiplin; 

b) Melakukan persiapan kegiatan dan memberikan informasi serta 

menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan Aksi 

Perubahan; dan  

c) Melakukan pembahasan dan diskusi materi secara periodik. 

c. Admin Data Pengaduan dan Telaahan Lainnya, bertugas: 

a) Mengumpulkan dan merekap pengaduan dan telaahan lainnya; 

b) Melakukan persiapan kegiatan dan memberikan informasi serta 

menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan Aksi 

Perubahan; dan  

c) Melakukan pembahasan dan diskusi materi secara periodik. 

d. Admin Data Keuangan, bertugas: 

a) Mengupdate data dan informasi Rencana Penarikan Dana serta realisasi 

anggaran secara periodik di lingkungan Inspektorat Wilayah I;  

b) Melakukan persiapan kegiatan dan memberikan informasi serta 

menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan Aksi 

Perubahan; dan  

c) Melakukan pembahasan dan diskusi materi secara periodik. 

Stakeholder yang terlibat : Projek Leader, Mentor, Admin dan Administrator 
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Strategi aksi perubahan/mobilisasi SDM 

Melakukan rapat dengan tim efektif dalam  pembagian tugas dan dituangkan ke dalam 

SK Efektif 

Implementasi Penerapan nilai Kepemimpinan Berakhlak 

Harmonis: 

Membangun lingkungan kerja dengan tim secara kondusif 

Kolaboratis: 

Menggerakan pemanfaatan tim efektif untuk tujuan bersama 

 
Gambar 3.3. Rapat Pembentukan Tim Efektif 27 September 2023 

 
 

 
 

Gambar 3 4. SK Tim Efektif 
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3. Pengumpulan Bahan Informasi  

Sebagai langkah awal setelah terbentuk dan disahkannya Tim Efektif aksi perubahan, 

dilakukan rapat pada tanggal 5 Oktober 2023, rapat penyamaan persepsi akan latar 

belakang Pengembangan Aplikasi Dashboard Monitoring Kinerja Pegawai Inspektorat 

Wilayah Satu “KIPAS” sehingga Tim Efektif aksi perubahan memiliki persepsi dan 

semangat yang sama. Kegiatan ini diperlukan agar setiap anggota dalam Tim Efektif 
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menyadari manfaat yang ditimbulkan dalam pelaksanaan aksi perubahan ini. Selain 

itu dilakukan juga pengumpulan bahan serta informasi terkait data yang akan dikelola 

dalam Aplikasi Dashboard Monitoring Kinerja Pegawai Inspektorat Wilayah Satu 

“KIPAS” 

Pengembangan Aplikasi Dashboard Monitoring KIPAS diharapkan dapat menjadi 

solusi bagi pelaksanaan administrasi yang tertib dan terkontrol sehingga baik staf tata 

usaha maupun auditor di Inspektorat Wilayah I bisa saling memonitoring terkait 

dengan pelaksanaan tugas khususnya di bidang pengawasan dan administrasi. 

Dalam melakukan pengembangan perlu dilakukan pengumpulan bahan dan informasi 

terkait dengan data yang dibutuhkan untuk mewujudkan pengembangan aplikasi 

sesuai dengan yang diharapkan. Guna Pengembangan Aplikasi Dashboard 

Monitoring KIPAS, Project Leader berinisiatif untuk menyelenggarakan Rapat terkait 

dengan penyusunan konsep pedoman pengawasan dan pengumpulan bahan 

informasi yang akan dijadikan sebagai acuan dalam pemenuhan data di dalam aplikasi 

KIPAS. Rapat ini diselenggarakan untuk menghimbau seluruh pegawai di Inspektorat 

Wilayah I agar dapat membantu dalam mewujudkan Pengembangan Aplikasi 

Dashboard Monitoring KIPAS.  

Gambar 3. 5. Pengumpulan Bahan Informasi 5 Oktober 2023 
 

 
 

Adapun data yang diolah untuk kemudian dijadikan sebagai informasi pembagunan 

Aplikasi Dashboard Monitoring KIPAS ialah sebagai berikut: 

a. Data Catatan Keuangan 

Data ini menyajikan  informasi terkait realisasi anggaran Inspektorat Wilayah I. 

KIPAS nantinya diharapkan dapat mempermudah informasi yang diberikan 

kepada pegawai di lingkungan Inspektorat Wilayah I khususnya terkait dengan 

realisasi anggaran. Rekapitulasi catatan keuangan memanfaatkan pengolahan 

rumus, filter dan grafik melalui Google Spreadsheet kemudian Project Officer 

berinovasi untuk memuat data tersebut pada Dashboard Monitoring KIPAS. 

Adapun Data Catatan Keuangan yang diolah untuk ditampilkan pada Dashboard 
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Monitoring KIPAS, terdiri dari: 

1) Rekap Penyerapan Anggaran 

 
Gambar 3.6. Rekap Penyerapan Anggaran 

 

2) Rekap realisasi anggaran 

Gambar 3. 7. Rekap Realisasi Anggaran 

 

3) Rekap Realisasi perjalanan dinas  

Gambar 3.8. Rekap Perjalanan Dinas 
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b. Daftar Kegiatan 

Daftar Kegiatan merupakan data atas seluruh kegiatan yang diikuti oleh pegawai 

di lingkungan Inspektorat Wilayah I. Data ini dibuat untuk mengetahui pelaksanaan 

kegiatan yang dilakukan oleh pegawai Inspektorat Wilayah I.  

Gambar 3.9. Rekap Daftar Kegiatan 

 

c. Rekapitulasi Data Hukuman Disiplin (Hukdis) 

Rekap Hukdis ini dibuat untuk memantau perkembangan suatu usulan hukuman 

disiplin yang diajukan oleh satuan kerja. Data ini untuk mengetahui perkembangan 

suatu usulan hukuman disiplin dari mulai proses telaahan auditor hingga terbitnya 

suatu Surat Keputusan Menteri. 

Gambar 3.10. Rekap Hukdis 

 

 

d. Rekapitulasi Data Pengaduan 

Rekapitulasi Pengaduan menyajikan informasi terkait penyelesaian telaahan oleh 

auditor. Rekapitulasi ini merupakan sarana kontrol untuk memantau tahapan yang 

telah terlaksana di aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Integrasi Terpadu 

(SIPIDU), menyajikan informasi terkait durasi yang dibutuhkan auditor dalam 
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penyelesaian telaahan sebagai bahan kontrol dan evaluasi oleh pimpinan. serta 

memudahkan operator dalam melacak dan memantau proses suatu pengaduan 

demi terwujudnya kecepatan dan keakuratan informasi. 

Gambar 3.11. Rekap Pengaduan 

 
 

Stakeholder yang terlibat : Projek Leader, Admin dan Administrator 

Strategi aksi perubahan/mobilisasi SDM 

Melakukan rapat untuk menyusun konsep pedoman pengawasan dan pengumpulan 

bahan informasi 

Implementasi Penerapan nilai Kepemimpinan Berakhlak 

Kompeten: 

Melaksanakan tugas dalam menyusun pedoman  dan mengumpulkan bahan dengan 

baik  

4. Membuat Rancang Bangun / Design Prototype Aplikasi Dashboard 

Tim Efektif aksi perubahan membuat fitur-fitur kegiatan pengawasan ke dalam Aplikasi 

Dashboard untuk mendukung penyelenggaraan pengawasan yang berbasis 

Teknologi Informasi sehingga dapat mempermudah kegiatan yang dilakukan. 

Selanjutnya dibuat rancang bangun/desain prototype Pengembangan Aplikasi 

Dashboard Monitoring KIPAS berdasarkan kebutuhan dari organisasi. Pada aksi 

perubahan ini yang menjadi locus penerapan Dashboard Monitoring Kinerja Pegawai 

Inspektorat Wilayah Satu “KIPAS” ialah Inspektorat Wilayah I. Output kegiatan ini 

berupa rancang bangun/ design prototype KIPAS. Pembuatan rancang bangun atau 

design prototype aplikasi dashboard KIPAS melibatkan tim IT dari bagian Sistem 

Informasi Pengawasan (SIP) Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM. 

Pembangunan dashboard ini diawali dengan diskusi yang dilakukan oleh project 

leader bersama dengan stakeholder terkait.  
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Gambar 3.12. Rapat membuat Design Prototype Aplikasi Dashboard tanggal 23 Oktober 2023 

 

 
 

Kegiatan ini sangat penting untuk menyampaikan kepada stakeholder terkait 

kegunaan dari Aplikasi Dashboard Monitoring KIPAS yang rencananya akan dibuat, 

sehingga dashboard yang dibuat tidak hanya sekedar sebagai pemenuhan tugas 

dalam pembangunan proyek perubahan saja namun juga memberikan manfaat 

khususnya bagi peningkatan pemberian informasi pengawasan di Inspektorat 

Wilayah. Kegiatan ini juga digunakan sebagai media bagi project leader untuk 

memberikan informasi bahwa apabila Aplikasi Dashboard Monitoring KIPAS 

terbangun maka juga dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi Inspektorat 

Wilayah I namun juga memberikan manfaat bagi stakeholder terkait.  

Stakeholder yang terlibat : Projek Leader, Admin dan Administrator (Tim IT SIP) 

Strategi aksi perubahan/mobilisasi SDM: 

Melakukan rapat untuk merancang desain prototype pengembangan aplikasi 

dashboard bersama Tim IT SIP 

Implementasi Penerapan nilai Kepemimpinan Berakhlak: 

Adaptif : 

Melakukan inovas dan kreatifitas  bersama denga  tim efektif dalam pengembangan 

aplikasi 

5. Memprogram aplikasi 

Pada kegiatan ini Project Leader berkoodinasi dengan stakeholder terkait yaitu staf 

pada Bagian Sistem Informasi Pengawasan (SIP) dalam membuat Dashboard 

Monitoring Kinerja Pegawai Inspektorat Wilayah Satu “KIPAS”. Program aplikasi yang 

dibuat tentu saja sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh Inspektorat Wilayah 

I khususnya Bagian Tata Usaha Inspektorat Wilayah I. Adapun dalam Pengembangan 

Aplikasi Dashboard Monitoring KIPAS terdapat beberapa fitur, yaitu: 
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a. Dashboard 

Menyajikan fitur-fitur rekapitulasi dan catatan yang dikelola oleh Tata Usaha 

Inspektorat Wilayah I. Laman ini merupakan tampilan utama yang dibuat untuk 

mempermudah dan mempercepat dalam proses monitoring kinerja pengawasan. 

Laman ini berisi informasi terkait dengan kalender kegiatan, penugasan, dan 

laporan penugasan yang sedang berlangsung maupun yang sudah selesai. Selain 

itu, pada laman ini juga berisi terkait dengan informasi data telaah hukuman disiplin 

dan penganduan di Inspektorat Wilayah I. 

Gambar 3. 13.Tampilan Dashboard

 
b. Realisasi Anggaran 

Realisasi Anggaran adalah fitur yang menyajikan informasi terkait realisasi 

anggaran Inspektorat Wilayah I yang dibuat untuk mengoptimalkan rekapitulasi 

realisasi anggaran.  

Gambar 3. 14.Tampilan Laman Realisasi Anggaran 
 

 

Adapun manfaat fitur realisasi anggaran ialah untuk: 

1) memberikan informasi secara real time terkait dengan realisasi anggaran; 

2) memberikan informasi penting yang digunakan untuk melakukan evaluasi dan 

monitoring pelaksanaan anggaran guna mendukung pimpinan mengambil 

keputusan terkait pelaksanaan realisasi belanja Inspektorat Wilayah I; 

3) memberikan informasi kepada seluruh pegawai Inspektorat Wilayah I secara 

akuntabel. 

 

c. Kalender Kegiatan 

Kalender Kegiatan merupakan data atas kegiatan yang diikuti oleh pegawai di 

lingkungan Inspektorat Wilayah I. Fitur ini dirancang untuk mengetahui 

pelaksanaan kegiatan yang sudah dan sedang dilakukan oleh pegawai secara 
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spesifik. Selain itu fitur ini juga memberikan informasi terkait dengan pegawai yang 

sedang melakukan cuti. Secara detail fitur ini berisikan informasi terkait dengan: 

1) Kegiatan harian 

Memuat informasi terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh pegawai di 

Inspektorat Wilayah I. Laman ini menunjukan informasi terkait dengan daftar 

kegiatan setiap harinya yang dapat memudahkan pimpinan untuk memberikan 

disposisi kepada Pegawai di Inspektorat Wilayah I sehingga tidak ada 

penugasan bersamaan yang dilakukan oleh pegawai yang sama. 

Selain itu, fitur ini dapat memberikan informasi kepada para pegawai kegiatan 

yang sedang dan akan dilaksanakan. 

 
Gambar 3. 15. Kegiatan Harian 

 

 

 

Gambar 3. 16.Tampilan Kegiatan Harian (2) 

 

2) Detail Kegiatan 

Pada laman ini terdapat informasi terkait dengan pegawai yang sedang 

melaksanakan kegiatan, tempat kegiatan, waktu pelaksanaan, nama kegiatan 

dan progres laporan. 
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Gambar 3. 17.Tampilan Detail Kegiatan 

 

 

3) Informasi Cuti 

Pada laman ini juga memberikan informasi terkait dengan pegawai yang 

sedang melaksanakan cuti, wakti pelaksanaan cuti, dan alasan cuti pegawai.  

Gambar 3. 18.Tampilan Informasi Cuti 

 

 

4) Daftar Pegawai yang Tidak Melaksanakan Perjalanan Dinas dan Cuti 

Informasi ini dibuat untuk memudahkan pimpinan dalam memberikan disposisi 

kepada para pegawai dan untuk mengetahui pegawai yang tidak memiliki 

kegiatan di tanggal tersebut (stand by). 

Gambar 3. 19.Tampilan Daftar Pegawai Tidak Perjalanan Dinas dan Cuti 
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Kalender Kegiatan berperan penting bagi pimpinan dalam mendelegasikan tugas 

kepada pegawai agar kegiatan yang diikuti tidak tumpang tindih antara satu 

dengan yang lainnya. Selain itu, Kalender Kegiatan juga memberikan informasi 

kepada seluruh pegawai terkait dengan kegiatan yang sedang dan akan 

dilaksanakan oleh seluruh pegawai di Inspektorat Wilayah I. 

d. Data Dinas Para Pegawai 

Fitur ini menyajikan catatan kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan oleh seluruh 

pegawai Inspektorat Wilayah I baik yang beranggaran maupun yang tidak 

beranggaran. Fitur ini memuat informasi berupa jumlah kegiatan pengawasan 

yang dilakukan oleh setia pegawai di Inspektorat Wilayah I dari mulai kegiatan 

audit, evaluasi, reviu, tindak lanjut monitoring, pendampingan, jumlah penugasan 

yang telah diikuti oleh masing-masing auditor, hari penugasan dan laporan yang 

telah terbit maupun laporan yang belum terbit. 

Gambar 3.20.Tampilan Data Dinas para Pegawai 

 

 

Adapun manfaat data dinas para pegawai ialah untuk: 

1) Membantu pimpinan dalam mengambil keputusan khususnya untuk pegawai 

yang melakukan tugas kedinasan; 

2) Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas bagian tata usaha Inspektorat 

Wilayah I dalam penyajian data perjalanan dinas pegawai. 

e. Data Telaah Hukuman Disiplin (Hukdis) 

Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai negeri sipil 

(PNS) karena melakukan pelanggaran disiplin berupa ucapan, tulisan atau 

perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan 

ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. 

Fitur ini dibuat untuk memantau perkembangan suatu usulan hukuman disiplin 

yang diajukan oleh satuan kerja. Melalui fitur ini pengguna dapat mengetahui 

perkembangan suatu usulan hukuman disiplin dari mulai proses telaahan auditor 

hingga terbitnya suatu Surat Keputusan Menteri.  
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Gambar 3.21.Tampilan Data Telaah Hukdis 

 

 

Adapun manfaat data data telaah hukuman disiplin (Hukdis) ialah untuk: 

1) Sebagai monitoring perkembangan suatu usulan hukuman disiplin yang 

diajukan oleh satuan kerja; 

2) Monitoring proses telaahan auditor hingga terbitnya suatu Surat Keputusan 

Menteri. 

f. Data Telaah Pengaduan 

Fitur ini bermanfaat untuk memantau perkembangan proses tindak lanjut suatu 

pengaduan, baik dari masyarakat maupun internal pegawai, atas dugaan 

pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai di lingkungan Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia.  

Gambar 3.22.Tampilan Data Pengaduan 

 

Fitur ini mampu menjadi sarana kontrol untuk memantau tahapan yang telah 

terlaksana di aplikasi Sistem Informasi Pengaduan Integrasi Terpadu (SIPIDU), 

menyajikan informasi terkait durasi yang dibutuhkan auditor dalam penyelesaian 

telaahan sebagai bahan kontrol dan evaluasi oleh pimpinan, serta memudahkan 

operator dalam melacak dan memantau proses suatu pengaduan demi 
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terwujudnya kecepatan dan keakuratan informasi.  

Stakeholder yang terlibat : Projek Leader danTim Efektif 

Strategi aksi perubahan/mobilisasi SDM:  

Melakukan koordinasi dengan stakeholder yaitu bagian IT SIP membahas program 

aplikasi 

Implementasi Penerapan nilai Kepemimpinan Berakhlak:  

Kolaboratif : 

Bekerjasama dengan Tim IT SIP guna menghasilkan aplikasi menghasilkan nilai 

tambah 
 

6. Melakukan Uji Coba Aplikasi 

 Aplikasi Dashboard Monitoring Kinerja Pegawai 

Inspektorat Wilayah Satu “KIPAS”, diujicobakan dengan 

harapan dalam rentang waktu pelaksanaan uji coba 

mendapat masukan dan saran terkait fitur-fitur yang 

perlu dikembangkan dalam dashboard. Ujicoba 

dilakukan untuk memastikan aplikasi dashboard KIPAS 

dapat dirilis dan digunakan sesuai harapan. 

Gambar 3.23. Rapat Uji Coba Aplikasi 8 November 2023 

 

Stakeholder yang terlibat : Projek Leader danTim Efektif 

Strategi aksi perubahan/mobilisasi SDM:  

Melakukan uji coba bersama tim efektif dan bagian IT SIP membahas program aplikasi 

Implementasi Penerapan nilai Kepemimpinan Berakhlak:  

Berorientasi Pelayanan:  

Bersama Tim melakukan perbaikan dan masukan terhadap aplikasi sehingga 

menghasilkan dengan baik. 
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7. Sosialiasi Aplikasi Dashboard “KIPAS” 

Kegiatan sosialisasi aplikasi dashboard KIPAS telah dilaksanakan pada hari Selasa 

tanggal 14 November 2023  di ruang Rapat Inspektorat Wilayah I lantai 15. Sosialiasi 

diberikan khususnya kepada pengguna layanan di Inspektorat Wilayah I yakni kepada 

seluruh pegawai di Inspektorat Wilayah I. Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Project 

Leader, kemudian acara selanjutnya sambutan oleh Inspektur Wilayah I dan Auditor 

Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM yang menyambut dengan 

baik pembangunan Aplikasi Dashboard Monitoring Kinerja Pegawai Inspektorat 

Wilayah Satu “KIPAS”.  

Aplikasi Dashboard KIPAS mendapatkan sambutan yang baik dari khalayak pengguna 

layanan. Adapun harapan dari pengguna layanan agar aplikasi dashboard KIPAS 

dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kinerja khususnya pada 

Inspektorat Wilayah I. Sehingga diharapkan dashboard pada aplikasi KIPAS dapat 

menjadi media monitor terhadap pending job pegawai. Adapun hal tersebut dapat 

mendorong percepatan pengerjaan pending job tersebut. Selain itu, dirasakan juga 

dukungan dari pegawai di mana pemanfaatan aplikasi dashboard KIPAS ini dapat 

menjadi media yang sangat informatif baik dari berbagai macam aspek, seperti 

anggaran, penugasan PKPT, jadwal, pengaduan dan lain sebagainya. 

 
Gambar 3.24. Undangan Kegiatan Sosialisasi KIPAS 14 November 2023 
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Gambar 3.25. Kegiatan Sosialisasi KIPAS 14 November 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stakeholder yang terlibat : Projek Leader, Mentor, Inspektur Wilayah, Auditor  dan 

Tim Efektif 

Strategi aksi perubahan/mobilisasi SDM:  

Melakukan sosialisasi aplikasi dashboard KIPAS bersama  dengan stakeholder dan 

Tim Efektif 

Implementasi Penerapan nilai Kepemimpinan Berakhlak:  

Kompeten : 

Melaksanakan tugas untuk melakukan kegiatan sosialisasi aplikasi dashboard dengan 

baik. 

 
8. Evaluasi dan Monitoring 

Pelaksanaan aksi perubahan yang dilakukan dalam kurun waktu kurang lebih dua 

bulan, Project Leader telah dapat mengidentikasi manfaat serta hal yang diperlukan 

dalam peningkatan pembangunan Aplikasi Dashboard Monitoring Kinerja Pegawai 

Inspektorat Wilayah Satu “KIPAS”. Untuk dapat mengetahui dampak yang dirasakan 

oleh para stakeholder terkait maka Project Leader berinisiatif untuk mengadakan 

monitoring dan evaluasi terhadap aksi perubahan yang telah dilaksanakan guna 

memberikan peningkatan terhadap pembangunan KIPAS. Monitoring dan evaluasi 

dilakukan guna mengetahui kemajuan, hambatan atau hal-hal yang tidak terduga yang 

secara potensial dapat menghambat jalannya pelaksanaan aksi perubahan secara 

dini. Selain itu, mentoring dan evaluasi dapat memberikan umpan balik kepada Tim 

Efekti tentang hasil capaian aksi perubahan.  

Dalam kegiatan monitoring dan evaluasi KIPAS, Project leader mendapatkan beberapa 

masukan dari para pegawai di Inspektorat Wilayah I sebagai pengguna aktif pada 

Aplikasi KIPAS, diantaranya 
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a. Harry Lesmana, Auditor Madya Inspektorat Wilayah I 

Dashboard aplikasi KIPAS sudah memberikan informasi secara transparan dan 

akuntabel namun untuk meningkatkan penggunaan dan manfaat pada aplikasi ini 

maka perlu dikembangkan notifikasi atau pengingat bagi pegawai yang belum 

membuat laporan. Sehingga pemanfaatan aplikasi KIPAS bisa dilakukan secara 

optimal.  

b. Ristianti Muji Kartika Sari, Auditor Madya Inspektorat Wilayah I 

Terhadap kasus yang bersifat rahasia khususnya pada bagian pengaduan 

sebaiknya narasi pada kolom deskripsi bersifat umum, kita perlu berhati hati dalam 

memberikan informasi karena dalam pemeriksaan pengaduan terdapat pihak-pihak 

yang informasinya perlu dijaga.  

c. Tessa Leo Marlino, Auditor Muda Inspektorat Wilayah I 

Perlu dipikirkan kembali terkait dengan data-data yang diinformasikan untuk 

menghindari penyalahgunaan data. Setiap masing-masing pegawai memiliki user 

sehingga informasi di KIPAS tidak disalahgunakan.  

d. Nasrudin Nurdiansyah 

Data telaahan sebaiknya dicatatat dari mulai berkas diterima di Inspektorat Wilayah 

I hingga auditor menyelesaikan telaahan dan auditor yang menelaah. Hal tersebut 

gunan memberikan informasi kepada pimpinan untuk dapat melakukan monitoring 

terkait dengan kinerja para pegawainya.  

Dalam melakukan tahapan inovasi, Project Leader melakukan monitoring dengan 

instrumen sebagai berikut: 

Tabel 3.2. Monitoring milestone 

No Kegiatan 
Selesai 

Tanggal / Bln / 
Thn 

Ada dan 
Terlampir 

Tidak 
Ada 

Kesesuaian 
dengan 

RAP 

1 Persiapan Aksi Perubahan dan 
Melaporkan gagasan Aksi 
Perubahan Kepada Mentor 

26 Sept 2023   

SESUAI 

• Lembar Persetujuan  √ - 

2 Pembentukan Tim Kerja Efektif 27 Sept 2023   

SESUAI • SK Tim Kerja Efektif  √ - 

• Foto Dokumentasi  √ - 

3 Pengumpulan bahan, informasi, 
dan melakukan transfer data ke 
dalam google spreadsheet 
dalam bentuk kegiatan rapat 

5 okt 2023   

SESUAI 

• Nota Dinas Undangan Rapat  √ - 

• Notulensi  √ - 

4 Membuat rancang 
bangun/design Prototype 
Aplikasi 

23  Okt 2023  - 

SESUAI 

• Rancang bangun/ design 
Prototype Aplikasi  

 √ - 

5 Memprogram aplikasi 8 Nov 2023 √ - SESUAI 

• Program aplikasi     
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No Kegiatan 
Selesai 

Tanggal / Bln / 
Thn 

Ada dan 
Terlampir 

Tidak 
Ada 

Kesesuaian 
dengan 

RAP 

6 Melakukan uji coba terhadap 
aplikasi 

10 Nov 2023 √ - 

SESUAI 
• Hasil uji coba aplikasi    

7 Sosialisasi KIPAS 
 

14 Nov 2023 √ - 
SESUAI 

8 Melakukan Evaluasi Monitoring 18  Nov 2023 √ - SESUAI 

 

ANALISIS PEMETAAN STAKEHOLDER SESUDAH IMPLEMENTASI AKSI 

PERUBAHAN 

Hasil capaian aksi perubahan pada jangka pendek pada akhirnya telah membawa 

pergeseran stakeholder. 

Tabel 3.3 Hasil Identifikasi Stakeholder Sebelum dan Sesudah Aksi Perubahan 

No Stakeholders 
Kelompok 

Sebelum Sesudah 

1. Inpektur Wilayah Promoter Promoter 

2. Kasubbag Tata Usaha Promoter Promoter 

3. Auditor Laten Promoter 

4. Staf Tata Usaha Laten Promoter 

 

Pergeseran stakeholder tidak terlepas dari penggunaan berbagai pendekatan 

komunikasi ,koordinasi, sosialisasi serta dukungan dari Pimpinan. Dari tabel diatas, 

terdapat pergeseran dari kelompok laten menjadi kelompok promoter,  

ANALISIS MANAJEMEN MUTU IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN 

Implementasi aksi perubahan tidak terlepas dari berbagai dinamika yang terjadi di 

lapangan. Manajemen risiko yang telah ditetapkan sebelumnya sangat membantu 

dalam menjamin kualitas output yang dihasilkan. Beberapa tantangan yang muncul 

dalam implementasi aksi perubahan dan langkah pengendalian dapat disampaikan 

diantaranya: 

Tabel 3.5.Manajemen Mutu 

No Kegiatan Resiko Level Mitigasi 

1 

Keterbatasan Sumber 
Daya Manusia dalam 
pengembangan 
Aplikasi Dashboard 
Kinerja dan 
Pengawasan 

Membuat perencanaan yang 
efektif serta membuat pelatihan 
dan  diskusi atau brainstorming     
guna meningkatkan mutu dan 
pengetahuan SDM 

Tinggi Terbentuknya 
dan launching 
Aplikasi 
Dashbord 
Kinerja dan 
Pangawsan  

2 
Jaringan internet yang 

kurang stabil 

Pemeliharaan rutin 

jaringan dan aplikasi 

Rendah Jaringan, lancar 

tanpa ada 

hambatan 
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CAPAIAN PERUBAHAN PELAYANAN PUBLIK 
 

Hasil capaian aksi perubahan pada jangka pendek telah membawa perbaikan kinerja 

layanan organisasi. Proses akselerasi yang membawa Aksi Perubahan telah siap 

diimplementasikan sebagai layanan memberikan kemudahan dalam memonitoring dan 

evaluasi kinerja pegawai terhadap kegiatan, pelaporan dan tindak lanjut hasil 

pengawasan dilingkungan Inspektorat Wilayah I. Perubahan yang terjadi sebelum dan 

sesudah dilaksanakan aksi perubahan dapat diuraikan pada table di bawah : 

Tabel 3.6.Hasil Capaian Sebelum dan Sesudah 

No Sebelum Aksi Perubahan Setelah Aksi Perubahan 

1 Belum tersajinya data kegiatan dan 

pelaporan hasil pengawasan secara real 

time  

Telah tersajinya aplikasi dashboard yang 

memudahkan dalam memantau data 

kegiatan dan pelaporan hasil pengawasan 

secara real time dan dapat diakses kapan 

saja dan dimana saja melalui  

web; https://sip.itjenkumham.id/kipas/ 

2. Belum terpantaunya secara optimal 

tindak lanjut atas disposisi pimpinan   

Telah tersajinya aplikasi dashboard yang 

dapat memantau tindak lanjut disposisi 

pimpinan.  

3. Ketidaksesuaian data hasil pengawasan 

(telaahan hukdis dan pengaduan)   

Dengan adanya aplikasi dashboard 

meudahkan dalam memantau data hasil 

pengasawan 

No Kegiatan Resiko Level Mitigasi 

3 
Kurangnya 
pemahaman dalam 
pemakaian aplikasi 

Pembuatan manual ataupun 
tutorial serta adanya FAQ 
(Frequently Asked Question) 
guna meningkatkan 
pemahaman semua 
Pengguna 

 
Tinggi Aplikasi dapat 

digunakan 
dengan 
pemahaman 
penuh 

4 
Maintenance aplikasi 
dan integrasi data 

Perlunya dibuat satu tim   
khusus sebagai 
penanggungjawab aplikasi 
secara berkala sehingga 
aplikasi tetap terus go live 
tanpa jalan 
setengah-setengah 

Tinggi 
Aplikasi dapat 
terus berjalan 
bahkan 
melakukan 
upgrade ke level 
yang lebih luas 

5 Keakuratan Data 

Perlunya administrator 
penyunting yang 
bertanggung jawab atas 
setiap bidang data 
pengawasan 
 

Tinggi Keakuratan data 
tetap terjaga 
karena setiap 
administrator 
memiliki bidang 
datanya masing-
masing 
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POTENSI MANFAAT AKSI PERUBAHAN  

Denga adanya  Aksi Perubahan melalui pengembangan aplikasi dashboard Kinerja 

Pegawai Inspektorat Wilayah Satu (KIPAS) memberikan nilai efisiensi dan efektif. 

Sehingga dapat memberikan dampak tehadap 2 aspek yaitu : 

a. Efesian Anggaran  

Dengan adanya aplikasi dashboard Kinerja Pegawai Inspektorat Wilayah Satu 

(KIPAS)  efesiensi penghematan anggaran dapat dilakukan, khususnya dalam 

penghematan anggaran pengembangan aplikasi, dalam melaksanakan aksi 

perubahan pengembangan aplikasi dashboard memanfaatkan sumber daya yang 

ada yaitu tim IT di bagian Sistem Informasi Pengawasan. Perhitungan penghematan 

anggaran, dalam pembuatan anggaran aplikasi diperkirakan sebesar Rp25.000.000.- 

diperikirakan ada penghematan sebesar 80% atau sebesar Rp. 20.750.000, 

b. Efesian Waktu 

Dengan adanya aksi perubahan ini dapat mengefisienkan waktu bagi Pimpinan para 

Auditor dan pemangku kepentingan dalam melakukan tindak lanjut laporan, telaahan 

dan pengaduan, sehingga kapan pun dimanapun dapat melakukan pemantauan, 

dengan demikian sangat mengifisiensi waktu. 

 

B. MANFAAT AKSI PERUBAHAN 

Dalam era digital saat ini, pemanfaatan teknologi sangat diperlukan untuk membantu 

dalam meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan pengawasan. Aplikasi Dashboard 

Monitoring Kinerja Pegawai Inspektorat Wilayah Satu “KIPAS” merupakan salah satu 

terobosan yang dapat memberikan banyak manfaat khususnya dalam menunjang kinerja 

para pegawai dalam melakukan monitoring hasil pengawasan di lingkungan kerja 

Inspektorat Wilayah I. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya Aplikasi 

KIPAS ialah sebagai berikut: 

a. Bagi Tim Leader 

1) Membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Sub Bagian Tata Usaha 

Inspektorat Wilayah I; 

2) Melatih dalam kepemimpinan, mempengaruhi dan menggerakkan Tim Kerja serta 

meningkatkan kemampuan untuk melakukan komunikasi dan koordinasi secara 

efektif kepada stakeholder; 

3) Meningkatkan kemanpuan dalam melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan 

fungsi sehingga mampu memetakan risiko. 

b. Bagi Tim Member 

1) Meningkatkan kemanpuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Tim lain; 

2) Meningkatkan kemampuan kompetensi diri dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 
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c. Bagi Instansi 

1) Memberikan Informasi yang aktual dan terintegrasi dan  sangat membantu setiap 

pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Wilayah I sehingga kegiatan selalu dapat 

dimonitor dan diakses dengan mudah; 

2) Dapat memonitor seluruh informasi dan data sehingga data dapat diketahui secara 

real-time dan up-to-date serta dapat diakses dengan cepat dan mudah karena 

seluruh data sudah terpusat di dalam satu tampilan dashboard; 

3) Menyediakan visualisasi data yang jelas dan mudah dipahami, dengan tampilan 

ang terorganisir dengan baik pegawai dapat dengan cepat melihat data 

penugasan seluruh pegawai; 

4) Dapat digunakan sebagat alat analisis data khususnya data telaah hukuman 

disiplin dan pengaduan, dapat menganalisis, dan mengidentifikasi waktu yang 

dibutuhkan oleh auditor dalam melakukan penelaahan; 

5) Dapat menghasilkan laporan kehadiran dengan mudah. Laporan ini dapat 

digunakan untuk tujuan pengawasan, seperti memantau tingkat kehadiran 

pegawai secara keseluruhan, mengidentifikasi jumlah perjalanan dinas yang 

dilakukan oleh setiap pegawai dan mengukur dampak dari penugasan; 

6) Dalam situasi di mana bekerja dari jarak jauh semakin umum, KIPAS dalam sistem 

pengawasan kinerja memainkan peran penting dalam pengawasan kinerja 

pegawai baik yang bekerja dari rumah atau lokasi lainnya. KIPAS dapat memantau 

kinerja pegawai secara real-time dan memastikan bahwa pekerjaan tetap berjalan 

sesuai jadwal yang diberikan kepada pegawai. 

d. Bagi Masyarakat 

1) Membantu monitoring dan percepatan proses tindaklanjut temuan pada satuan 

kerja, baik kaitannya dengan BPK, BPKP, Kanwil maupun UPT. 

2) Dalam menyampaikan pengaduan, mendapat kepastian terkait prosedur layanan 

pengaduan terutama standar layanan Kegiatan Pengawasan Inspektorat Jenderal 

Diharapkapkan dengan adanya aplikasi dashboard KIPAS dan manfaat yang dihadirkan 

dapat membantu pelaksanaan tugas dan fungsi para pegawai di Inspektorat Wilayah I 

pada khususnya. Serta dapat direplikasi oleh Inspektorat Wilayah lainnya untuk dapat 

membantu dalam melakukan monitoring kinerja di wilayah kerjanya masing-masing guna 

kelancarana pelaksanaan tugas di Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak 

Asasi Manusia.  

C. KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN 

Pengembangan Aplikasi Dashboard Monitoring Kinerja Pegawai Inspektorat Wilayah Satu 

“KIPAS” telah mencapai tahap final dan selanjutnya digunakan di lingkungan Inspektorat 

Wilayah I sebagai media untuk melakukan monitoring kinerja pegawai di lingkungan 
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Inspektorat Wilayah I. Untuk mengoptimalkan penggunaan dashboard, pengembangan 

kualitas akan terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut, 

maka disusun kembali rencana tindak lanjut dalam jangka menengah dan jangka panjang 

sebagai berikut: 

a. Rencana Jangka Menengah 

Dalam jangka pendek diantaranya adalah dengan mengembangkan laman realisasi 

anggaran, laman telaah hukuman disiplin dan laman telaah pengaduan. Dalam konsep 

perencanaan dan penganggaran, pengelolaan anggaran tidak hanya berfokus pada 

seberapa besar penyerapan anggaran yang telah dilakukan, namun setiap unit kerja 

juga harus menyusun rencana penarikan kebutuhan dana baik secara harian atau 

bulanan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Penarikan Dana serta memastikan 

bahwa penyerapan anggaran yang terlaksana sesuai dengan proyeksi yang telah 

ditetapkan. Pada saat ini, Dashboard Monitoring Kinerja Pegawai Inspektorat Wilayah 

Satu “KIPAS” telah menampilkan jumlah pagu anggaran, realisasi serta prosentase 

penyerapan anggaran pada 1 (satu) periode anggaran. Kedepannya, melalui 

penyusunan dokumen Rencana Penarikan Dana diharapkan fitur pada laman realisasi 

anggaran juga turut dikembangkan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Demikian 

juga pada laman hukuman disiplin dan telaah pengaduan, pengembangan akan 

dilakukan untuk mengakomodir adanya riwayat telaahan atas proses hukuman disiplin 

maupun pengaduan sehingga proses pengadministrasian oleh Subbagian Tata Usaha 

Inspektorat Wilayah I maupun pelaksanaan telaahan oleh para auditor dapat berjalan 

lebih optimal. 

b. Rencana Jangka Panjang 

Selain itu, tidak hanya terbatas pada pengembangan laman realisasi anggaran, laman 

telaah hukuman disiplin dan laman telaah pengaduan, untuk rencana jangka panjang 

dapat terintegrasi dengan SIMPEG (sistem menajemen kepegawain) sehingga ketika 

pegawai menginput Surat Perintah dan Cuti langsung dapat langsung terhubung 

dengan aplikasi KIPAS. 

 

D. HASIL PENGEMBANGAN POTENSI DIRI 

Selama pelaksanaan Aksi Perubahan beberapa pengembangan potensi telah dilakukan 

oleh project leader, diantaranya: 

1. Membangun Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi 

Integritas dapat didefinisikan sebagai kesesuaian antara hati, ucapan, dan tindakan. 

Dengan memiliki integritas yang kokoh maka  diharapkan akan memiliki kemampuan 

untuk senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip moral dan menolak untuk 

mengubahnya walaupun kondisi dan situasi yang dihadapi sangat sulit, serta banyak 

tantangan yang berupaya untuk melemahkan prinsip-prinsip moral dan etika yang 
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dipegang teguh. Aksi perubahan ini diarahkan agar seorang pemimpin memiliki 

integritas dan akuntabilitas melalui penahapan kerja sehingga setiap langkah dan 

tahapan kegiatan dituntut untuk menyajikan bukti-bukti yang valid melalui proses 

kepemimpinan. Proses kepemimpinan ini akan membuat suatu inovasi yang mampu 

memperbaiki kinerja dan tata kelola organisasi maka diperlukan serangkaian proses 

melalui sejumlah tahapan. Pada setiap tahapan kegiatan, seorang pemimpin dituntut 

untuk menciptakan langkah strategis dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok 

dengan harapan apa yang akan dikerjakan bersama tim dapat membawa perubahan 

ke arah yang lebih baik dengan menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan. Terdapat 

beberapa kegiatan dalam melaksanakan aksi perubahan dengan menerapkan prinsip-

prinsip kepemimpinan antara lain sebagai berikut: 

a. Aksi perubahan dilakukan untuk perbaikan kinerja 

Dalam melaksanakan pekerjaan tentu selalu terdapat hambatan yang disebabkan 

oleh faktor-faktor perlaksanaan pekerjaan yang masih kurang ideal, misalnya 

pemanfaatan teknologi informasi yang belum memadai, prosedur kerja yang belum 

sepenuhnya ditaati, evaluasi terhadap SOP, perlengkapan yang belum memadai 

dan lain sebagainya. Maka dari itu perlu adanya sebuah aksi perubahan dalam 

rangka memperbaiki kinerja. 

b. Upaya untuk melaksanakan aksi perubahan sampai tuntas 

Aksi perubahan ini dilakukan sampai tuntas dalam rangka mengetahui efektivitas 

dari sebuah aksi, benarkah memiliki kontribusi yang dapat memberikan manfaat, 

seberapa baik pengaruhnya terhadap capaian kinerja. Maka dari itu penahapannya 

harus dilaksanakan sampai tuntas. 

c. Pelibatan tim kerja sesuai peranannya 

Untuk mendukung keberhasilan aksi perubahan ini dibentuklah tim kerja sesuai 

dengan peran masing-masing. Dengan menjalankan peran secara disiplin disertai 

kepemimpinan dalam menggerakkan tim maka keberhasilan dalam menjalankan 

aksi perubahan dapat dicapai dengan baik. 

d. Komunikasi dengan mentor dan coach 

mentor yang merupakan pengarah dan pendukung serta penentu kebijakan dalam 

menjalankan aksi perubahan menjadi tempat untuk berkonsultasi, sedangkan coach 

selaku pembimbing merupakan pusat konsultasi teknis dalam menjalankan aksi 

perubahan mulai dari rancangan aksi perubahan hingga pelaporan aksi perubahan. 

Project leader diharapkan dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip 

kepemimpinan untuk membangun kemampuan mengaktualisasikan kepemimpinan 

pelayanan dalam pelaksanaan sehingga memperoleh hasil sebagaimana yang 

diharapkan.  Di samping itu, prinsip kepemimpinan ini lebih cocok untuk diterapkan 

pada organisasi-organisasi yang secara hierarki memiliki hubungan dalam 
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kepemimpinan.  

Prinsip kepemimpinan yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Seorang 

pemimpin yang baik pasti mampu memberikan tujuan yang jelas di dalam misi yang 

sedang dilakukan. Pemimpin harus mampu menjelaskan alasan di balik pekerjaan 

atau misi yang dilakukan oleh setiap pegawainya, mengomunikasikan berbagai hal 

kepada setiap pegawainya dan menentukan prioritas. Oleh karena itu, Project 

Leader harus menyampaikan maksud dan tujuan dengan jelas kepada tim efektif 

sejak dimulainya aksi perubahan. 

Kedua, bangun sebuah tim yang solid melalui rasa saling percaya. Seorang 

pemimpin harus terlebih dahulu mencontohkan bahwa mereka memiliki kepribadian 

yang layak untuk diikuti oleh anggota yang lain. Melalui contoh dan perbuatan yang 

dilakukan, maka pemimpin telah menumbuhkan iklim kepercayaan, sehingga 

terbangun integritas tim. Berdasarkan teori ini, tim efektif dibangun untuk 

memudahkan dalam mencapai tujuan bersama melalui komunikasi disertai rincian 

tugas dan peran yang jelas.  

Ketiga, ciptakan sebuah pemahaman bersama. Menciptakan pemahaman 

bersama merupakan sebuah investasi waktu yang dilakukan para pemimpin untuk 

berbagi dan menyampaikan informasi yang penting. Pemimpin yang baik akan 

selalu berinteraksi dengan pegawainya untuk memastikan komitmen, kepatuhan, 

dan tujuan bersama. Menciptakan sebuah pemahaman bersama artinya 

memastikan setiap pegawai telah memahami apa yang perlu dilakukan. Seorang 

pemimpin harus terlebih dahulu memulai untuk berbagi informasi dan memastikan 

setiap anggota mengetahui apa yang harus dilakukan, maka dari itu rincian tugas 

perlu ditegaskan dan ditetapkan kepada para pegawai dalam satu tim. Agar capaian 

aksi perubahan ini berhasil melalui tahapan-tahapan kegiatan maka setiap tahapan 

harus dipahami oleh anggota tim melalui peran masing-masing dengan 

mengombinasikan unsur manajemen control. 

Keempat, berani mengambil risiko dengan bijaksana. Setiap pemimpin 

seharusnya mampu menilai dan mengelola risiko dengan membuat keputusan yang 

baik tentang pengalokasian sumber daya. Pemimpin juga harus memastikan bahwa 

peluang berhasil lebih besar daripada risiko yang bisa terjadi di masa depan dengan 

menilai apa saja risiko yang akan dihadapi dan membuat pertimbangan yang baik. 

Jika terdapat risiko dan harus membuat sebuah keputusan, maka di sinilah fungsi 

tim untuk memutuskan dan bekerja sama. 

Prinsip-prinsip kepemimpinan ini diadopsi karena mampu mendorong dan 

melahirkan terbangunnya integritas dengan tingkat akuntabilitas yang perlu terus 

dikembangkan sehingga mekanisme kerja yang semakin transparan dapat 

diwujudkan. Pada akhirnya birokrasi yang bersih melayani dapat terwujud. 
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Berkaitan dengan akuntabilitas setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus 

dibangun. Pertama, memiliki kompetensi. Suatu pekerjaan jika diserahkan kepada 

ahlinya akan dapat diselesaikan dengan baik dan target waktu dapat dicapai. Pihak 

pengguna jasa atau yang memberi perintah akan memiliki kepercayaan yang tinggi 

terhadap pegawai yang diserahi tugas tersebut untuk menyelesaikan pekerjaan. 

Oleh karena itu seorang pemimpin harus dapat memetakan kompetensi pegawai 

untuk diberikan tanggung jawab. 

Unsur kedua, amanah. Pegawai yang amanah berusaha untuk menyelesaikan 

pekerjaan sesuai dengan yang direncanakan berdasarkan peraturan yang berlaku. 

Mereka tidak akan melakukan penyimpangan karena akan mengubah target 

capaian dengan kualitas yang telah ditetapkan bahkan berdampak buruk bagi pihak-

pihak yang dilayani dan munculnya ketidakpuasan dari pemangku kepentingan 

yang menerima layanan. Maka amanah perlu diciptakan dengan sebaik mungkin 

melalui pembiasaan dan disiplin kerja yang senantiasa dibangun.   

Unsur ketiga, jujur. Kejujuran identik dengan integritas serta awal dari ketercapaian 

efisiensi dan efektivitas. Jika kejujuran terus dibangun maka akan terbentuk figur-

figur yang dapat dipercaya, masyarakat atau pemangku kepentingan akan menaruh 

hormat, dan memberikan citra positif terhadap layanan. Langkah yang diambil oleh 

project leader adalah dengan membangun sebuah sistem informasi manajemen 

yang mampu mengurangi risiko penyimpangan atau suatu langkah mitigasi yang 

kelak bisa dikembangkan ke arah yang lebih revolusioner. Hal ini perlu dilakukan 

karena beberapa alasan sebagai berikut: 

a) Keinginan membangun sebuah budaya kerja yang tersistem secara digital;  

b) Kecepatan kerja yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat kerja;  

c) Perlunya sebuah terobosan agar terhindar dari kebiasaan rutin yang dinilai 

kurang produktif; 

d) Perlunya pengendalian internal atas kinerja Inspektorat Wilayah I. 

Oleh karena itu langkah inovasi dalam aksi perubahan ini diharapkan menjadi 

langkah awal dalam membangun integritas dan akuntabilitas. Dengan mewujudkan 

tata kelola yang inovatif, diharapkan mampu mendorong terwujudnya efisiensi dan 

efektivitas kinerja sehingga pelayanan menjadi semakin berkualitas. 

 

2. Pengelolaan Budaya Kerja 
 

Budaya kerja adalah cara pandang seseorang dalam memberi makna terhadap suatu 

pekerjaan. Dengan demikian, budaya kerja merupakan cara pandangan seseorang 

terhadap bidang yang ditekuninya dan prinsip-prinsip moral yang dimiliki, yang 

menumbuhkan keyakinan yang kuat atas dasar nilai-nilai yang diyakini, memiliki 

semangat yang tinggi dan bersungguh-sungguh untuk mewujudkan prestasi terbaik. 



 
54 

Budaya kerja sendiri tersusun dari beberapa elemen. Adapun cakupan elemen setiap 

nilai budaya kerja tersebut, antara lain: 

a) Disiplin, perilaku yang senantiasa berpijak pada peraturan dan norma yang berlaku 

di dalam maupun di luar organisasi. Disiplin meliputi ketaatan terhadap peraturan 

perundang-undangan, prosedur, waktu kerja, berinteraksi dengan mitra, dan 

sebagainya. 

b) Keterbukaan, kesiapan untuk memberi dan menerima informasi yang benar dari 

dan kepada sesama mitra kerja untuk kepentingan organisasi. 

c) Saling menghargai, perilaku yang menunjukkan penghargaan terhadap individu, 

tugas dan tanggung jawab orang lain sesama mitra kerja. 

d) Kerjasama, kesediaan untuk memberi dan menerima kontribusi dari dan atau 

kepada mitra kerja dalam mencapai sasaran dan target organisasi. 

Kesuksesan Tim Efektif bermula dari adanya disiplin menerapkan nilai-nilai inti 

organisasi. Konsistensi dalam menerapkan kedisiplinan dalam setiap tindakan, 

penegakan aturan dan kebijakan akan mendorong munculnya kondisi keterbukaan, 

yaitu keadaan yang selalu jauh dari prasangka negatif karena segala sesuatu 

disampaikan melalui fakta dan data yang akurat (informasi yang benar). Situasi yang 

penuh dengan keterbukaan akan meningkatkan komunikasi horizontal dan vertikal, 

membina hubungan personal baik formal maupun informal di antara jajaran 

manajemen, sehingga tumbuh sikap saling menghargai. 

Budaya kerja demikian yang kemudian Project Leader terapkan kepada tim efektif 

dalam pelaksanaan aksi perubahan. Penerapan budaya kerja yang baik dapat 

menciptakan pekerjaan yang berkualitas sesuai dengan standar atau kualifikasi yang 

ditentukan oleh organisasi. Project Leader berpandangan bahwa budaya kerja yang 

baik dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kualitas hasil kerja, kuantitas 

hasil kerja sehingga sesuai yang diharapkan khususnya dalam pembangunan KIPAS. 

 

3. Pengelolaan Jejaring Kerja 

Jejaring kerja atau kemitraan biasa dimaknai sebagai bentuk persekutuan antara dua 

pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama di suatu bidang pekerjaan 

untuk mencapai tujuan tertentu sehingga dapat memperoleh hasil yang diharapkan. 

Pada pelaksanaan aksi perubahan ini, Project Leader telah membangun jejaring kerja 

dengan pihak atau stakeholder terkait. Tidak hanya mengelola jejaring kerja dengan 

stakeholder, namun juga dilaksanakan pengelolaan jejaring kerja dengan tim efektif. 

Tim Efektif mempunyai andil yang besar guna terlaksananya aksi perubahan yang 

dilaksanakan di Subbagian Tata Usaha Inspektorat Wilayah I. Untuk itu, Project Leader 

memandang sangat diperlukan pengelolaan jejaring kerja baik dengan tim efektif 

maupun dengan stakeholder terkait 
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E. DUKUNGAN MATA PELATIHAN PILIHAN DENGAN AKSI PERUBAHAN 

Adapun mata pelatihan yang mendukung aksi perubahan ini di antaranya adalah 

sebagai berikut : 

1. Budaya Kerja ASN 

Banyak masyarakat saat ini masih memberikan pandangan yang negatif dan sinis 

terhadap ASN. Masyarakat menganggap para ASN sebagai aparatur yang malas, 

lambat, bertele-tele dan masih melakukan KKN. Hal ini disebabkan oleh 

pengalaman-pengalaman buruk yang mereka dapatkan sewaktu masyarakat 

hendak mengurus dokumen-dokumen seperti KTP, Sertifikat Tanah, Paspor dan 

lain-lain. 

Pandangan negatif dari masyarakat tersebut dapat saja terjadi. Untuk merubah 

pandangan dan mindset negatif masyarakat dan untuk mentransformasi ASN 

lingkup nasional, Presiden Jokowi meluncurkan Core Values dan Employer 

Branding ASN dengan slogan BerAKHLAK. Nilai-nilai dasar ASN ini berdasarkan 

Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Implementasi Core 

Values dan Employer Branding ASN Bangga Melayani Bangsa.  

Core Values dan Employer Branding ASN BerAKHLAK “Bangga Melayani 

Bangsa” merupakan singkatan (akronim) dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, 

Kompeten, Harmonis, Loyal Adaptif, dan Kolaboratif. Para ASN pada nilai dasar 

pertama (Berorientasi Pelayanan) haruslah dapat memahami dan memenuhi 

segala kebutuhan masyarakat. Para ASN harus ramah, cekatan, solutif dalam 

memberikan pelayanan prima. Selain itu, para aparatur pemerintah harus dapat 

diandalkan oleh masyarakat dan terus melakukan perbaikan (improvement) tiada 

henti dan terus menerus. Nilai dasar pertama ini harus merupakan dasar fondasi 

yang kuat yang harus dimiliki oleh para ASN agar dapat memberikan pelayanan 

yang terbaik (pelayanan prima) kepada masyarakat. 

Nilai kedua adalah Akuntabel. Para ASN harus menjalankan tugas dengan jujur, 

bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. Selain itu para 

aparatur harus menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara 

bertanggung jawab, efektif dan efisien. Para ASN juga tidak menyalahkangunakan 

kewenangan jabatannya. Ketiga adalah Kompeten. Para ASN harus terus 

meningkatkan kompetensi diri dalam menjawab tantangan yang selalu berubah. 

Selain itu, para aparatur juga harus membantu orang lain belajar dalam 

mengembangkan diri dan melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik. 

Kompetensi ini merupakan hal yang difokuskan dan dikembangkan pada nilai 

dasar yang ketiga. Harmonis adalah nilai dasar yang keempat. Para ASN harus 

saling menghargai dan suka menolong orang lain. Selain itu, para aparatur juga 
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harus membangun lingkungan yang kondusif sehingga timbul kekompakan dan 

kerja sama yang baik dalam meningkatkan kinerja organisasi. Kelima adalah 

Loyal. Para ASN harus memegang teguh ideologi Pancasila, UUD 1945, setia 

kepada NKRI dan pada pemerintahan yang sah. Selain itu para ASN harus 

menjaga nama baik ASN, pimpinan, instansi, negara dan dapat menjaga rahasia 

jabatan dan negara. 

Nilai dasar keenam adalah Adaptif. Para aparatur harus cepat menyesuaikan diri 

dengan perubahan yang berkembang dengan cepat, terus berinovasi dan 

mengembangkan kreativitias. Selain itu ASN juga dituntut bertindak proaktif dalam 

mengatasi permasalahan dan persoalan yang berkembang di masyarakat. Nilai 

dasar terakhir adalah Kolaboratif. Para ASN diberikan ruang dan kesempatan 

untuk saling berkontribusi dan terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan 

nilai tambah. Para aparatur juga didorong untuk menggunakan berbagai sumber 

daya yang ada untuk mencapai tujuan bersama. 

 

Adapun aplikasi KIPAS memberikan solusi terhadap percepatan kinerja pada 

Inspektorat Wilayah I dan selaras dengan nilai dan core value ASN di mata publik. 

Penerapan aplikasi ini dapat mencerminkan nilai ber-AKHLAK semana dijelaskan 

di atas. Kinerja yang maksimal yang ditopang melalui aplikasi ini kiranya dapat 

membawa kontribusi positif terhadap perubahan pandang masyarakat terhadap 

kinerja ASN, khususnya pada Inspektorat Wilayah I. 

2. Manajemen Pemerintahan 

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan diperlukan untuk 

menggerakkan berbagai aktivitas pemerintahan, baik penyelenggaraan 

pemerintahan dalam arti luas yang meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan 

yudikatif, maupun penyelenggaraan pemerintahan dalam arti sempit yang 

dijalankan oleh eksekutif. Pemerintah dan pemerintahan ke dalam arti luas dan 

arti sempit, yaitu: Pemerintah dalam arti luas menunjuk kepada aparatur negara, 

alat-alat perlengkapan negara seluruhnya sebagai kesatuan yang melaksanakan 

seluruh tugas dan kekuasaan negara atau pemerintahan dalam arti luas. 

Sedangkan, pemerintah dalam arti sempit menunjuk kepada aparat, organ atau 

alat perlengkapan negara yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam arti 

sempit. Pemerintahan dalam arti luas, yaitu segala aktivitas tugas atau 

kewenangan atau kekuasaan negara. Jika mengikuti pembidangan Montesquieu, 

pemerintahan dalam arti luas, meliputi bidang-bidang legislatif, eksekutif, dan 

yudikatif. 

Prinsip Pertama: Pemerintahan Katalis: Mengarahkan ketimbang mengayuh. 

Prinsip Kedua: Memberi Wewenang Ketimbang Melayani.  
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Prinsip ketiga: Menyuntikkan persaingan ke dalam pemberian pelayanan. 

Prinsip keempat: Pemerintahan yang digerakkan oleh misi dengan mengubah 

organisasi yang digerakkan oleh peraturan.  

Prinsip kelima: Pemerintahan yang berorientasi pada hasil bukan masukan. 

Prinsip keenam. Pemerintahan berorientasi Pelanggan 

Prinsip ketujuh. Pemerintah Wirausaha. 

Prinsip kedelapan. Pemerintahan antisipatif. 

Prinsip kesembilan. Pemerintahan Desentralisasi 

Prinsip kesepuluh. Pemerintahan berorientasi pasar 

Berdasarkan kesepuluh prinsip manajemen pemerintahan terkait pelayanan di 

atas, menjadi dasar dalam harapan pencapaian tujuan dari penggunaan aplikasi 

KIPAS. Pemerintahan yang digerakkan oleh misi dengan mengubah organisasi 

yang digerakkan oleh peraturan. Hal ini mendasari dasar pemikiran bahwa 

organisasi yang digerakkan oleh misi lebih efisien, lebih efektif, lebih inovatif, dan 

lebih luwes serta lebih memiliki semangat tinggi. Hal ini dilakukan dimana setiap 

unit organisasi pemda memiliki misi yang jelas, mengikutsertakan pihak-pihak 

untuk ikut berpartisipasi memberikan sumbangan dalam merumuskan Visi dan 

Misi unit organisasi; mengurangi hambatan dalam pencapaian Visi dan Misi, 

menciptakan sistem anggaran yang digerakkan oleh Misi yang memiliki 

keunggulan dari pada yang digerakkan oleh peraturan. Prinsip manajemen 

pemerintah tersebutlah yang menjadi dasar atau pendukung dari pembangunan 

dan pengembangan aplikasi KIPAS ini. 

3. Mental Sehat, Kinerja Meningkat 

Kesehatan mental merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan 

sehari-hari. Tidak hanya berdampak pada kualitas hidup secara keseluruhan, 

tetapi juga mempengaruhi performa di tempat kerja. Kesehatan mental yang baik 

dapat memberikan pengaruh yang positif, dan sebaliknya, masalah kesehatan 

mental juga dapat menghambat performa kinerja di tempat kerja. 

Seseorang dengan kesehatan mental yang baik, mereka cenderung lebih fokus, 

produktif, dan kreatif dalam menjalankan tugas-tugasnya. Kondisi kesehatan 

mental yang stabil memungkinkan seseorang untuk mengelola stres dengan lebih 

efektif dan tetap fokus pada pekerjaan yang harus di lakukan. Mereka dapat 

mengambil keputusan yang baik, menyelesaikan tugas dengan lebih efisien, dan 

memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan organisasi. Sebaliknya, masalah 

kesehatan mental seperti stres berlebihan, kecemasan, atau depresi dapat 

mengganggu konsentrasi, mengurangi produktivitas, dan menyebabkan 

ketidakmampuan untuk menyelesaikan tugas dengan baik. 

Kesehatan mental yang baik juga memiliki dampak positif pada hubungan 
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antarindividu di tempat kerja. Ketika seseorang merasa baik secara mental, 

mereka cenderung memiliki sikap yang lebih positif, mudah bergaul, dan dapat 

berinteraksi dengan rekan kerja dengan baik. Hal ini dapat membangun tempat 

kerja yang kooperatif, tim yang solid, dan meningkatkan kerjasama antara anggota 

tim. Seseorang dengan kesehatan mental yang baik juga mampu berempati 

terhadap orang lain, memahami kebutuhan mereka, dan memberikan dukungan 

yang diperlukan. Semua faktor ini berkontribusi pada meningkatnya efektivitas 

kinerja yang lebih baik secara keseluruhan. 

Selain itu, kesehatan mental yang baik juga berhubungan dengan tingkat 

kehadiran yang lebih tinggi dan mengurangi risiko kesalahan dalam pekerjaan. 

Individu dengan kesehatan mental yang buruk cenderung mengalami kelelahan 

yang lebih cepat, kurang motivasi, dan lebih sering absen dari pekerjaan. Ketika 

seseorang mengalami stres yang berlebihan atau masalah kesehatan mental 

lainnya, mereka mungkin tidak mampu memberikan yang terbaik dalam suatu 

pekerjaan. Namun, dengan menjaga kesehatan mental yang baik, seseorang 

dapat mengurangi risiko yang mungkin terjadi. 

Berkaitan dengan materi kesehatan mental untuk meningkatkan kinerja 

diharapkan dalam aplikasi KIPAS dapat mengurangi ketertundaan pekerjaan yang 

menumpuk yang dapat mengganggu kesehatan mental pegawai karena dikejar 

deadline dan lain sebagainya. Selain itu KIPAS sendiri dapat meningkatkan fokus 

dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, 

sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan mengurangi 

dampak dari stress kerja yang menghambat kesehatan mental pegawai secara 

umumnya. 

F. DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI  

Keberhasilan aksi perubahan dalam bentuk pengembangan aplikasi dashboard 

monitoring Kinerja Pegawai Inspektorat Wilayah Satu (KIPAS) mendapat dukungan 

dan komiten dari Pimpinan yaitu Inspektur Jenderal Kemneterian Hukum dan HAM. 

Dan aplikasi dashboard KIPAS telah di-launching atau dipublikasikan kepada umum 

khususnya pengguna layanan di Inspektorat Wilayah I yakni pada hari Selasa tanggal 

14 November 2023 di ruang rapat Inspektorat Wilayah I. 

Aplikasi KIPAS mendapatkan sambutan yang baik dari khalayak pengguna layanan. 

Adapun harapan dari pengguna layanan agar aplikasi KIPAS dapat dimanfaatkan 

secara maksimal untuk meningkatkan kinerja khususnya pada Inspektorat Wilayah I. 

Sehingga diharapkan dashboard pada aplikasi KIPAS dapat menjadi media monitor 

terhadap pending job pegawai. Adapun hal tersebut dapat mendorong percepatan 

pengerjaan pending job tersebut. Selain itu, dirasakan juga dukungan dari pegawai di 

mana pemanfaatan aplikasi KIPAS ini dapat menjadi media yang sangat informatif baik 
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dari berbagai macam aspek, seperti anggaran, penugasan PKPT, jadwal, pengaduan 

dan lain sebagainya. 

Selain melakukan sosialisasi di lingkungan Inspektorat Wilayah I, Project Leader juga 

berinisiatif untuk membuat roll up banner menginformasikan melalui media sosial 

antara lain media instragram: @itwil1kemenkumham dan media chanel youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=KN_S58ux3zw  sebagai bentuk sosialisasi aplikasi 

KIPAS kepada seluruh pegawai di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di harapkan dengan memlui media sosial ini dapat 

memberikan informasi kepada pegawai terkait dengan eksistensi KIPAS 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.26.Sosialisasi KIPAS melalui pemasangan roll up banner dan media social  
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A.  Kesimpulan  
 

Laporan aksi perubahan Pengembangan Aplikasi Dashboard Kinerja Pegawai 

Inspektorat Wilayah Satu (KIPAS) dalam Peningkatan Layanan Administrasi Secara 

Real Time, disusun sebagai aksi perubahan kualitas layanan publik yang ada 

Inspektorat Wilayah I dan sangat mendukung pencapaian misi organisasi. Rencana 

aksi perubahan diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas layanan. Hasil 

Implementasi rancangan aksi perubahan KIPAS dapat disampaikan sebagai berikut; 

1. Seluruh rencana kegiatan dalam jangka pendek telah terealisasi semua. Karena 

adanya urgensi, proses pengembangan aplikasi dashboars KIPAS mengalami 

akselerasi sehingga beberapa rencana kegiatan dalam jangka menengah dan 

panjang dapat direalisasikan dalam jangka pendek; 

2. Proses pengembangan aplikasi dashboard  KIPAS dilakukan dengan 

mempertimbangkan aspirasi dari seluruh pegawai di Inspektorat Wilayah I agar 

menu dan fitur yang ada dapat memberikan manfaat; 

3. Saat ini KIPAS sudah berjalan di Inspektorat Wilayah I untuk mendorong 

monitoring kinerja dan pengawasan.  

 

B.  Rekomendasi 
 

Aplikasi dashboard KIPAS memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas kinerja 

di lingkungan Inspektorat Wilayah I. Adapun beberapa rekomendasi yang dapat 

diberikan guna meningkatkan aplikasi dashboard KIPAS ialah: 

Tabel 3.7.Saran Konkrit Tindak Lanjut Aksi Perubahan 

No Kekurangan/Permasaahan 
Yang Masih Ada 

Saran Tindak 
Lanjut 

Penanggung 
Jawab 

Pelaksanaan 

1 Menyelenggarakan sosialisasi 

berkala kepada para pegawai 

di Inspektorat Wilayah I untuk 

mengoptimalisasi 

penggunaan KIPAS 

Melakukan 

sosialisasi 

aplikasi 

KIPAS 

Kasubbag 

TU 

November 2023 

2 Tim efektif belum melakukan 

update data secara berkala  

Untuk terus 

diingatkan 

kepada tim 

efektif 

Kasubag TU November 2023 

3 Belum tersedianya fitur upload 

data dan tampilan laman 

rencana penarikan dana 

(RPD) 

Berkoordinasi 

dengan Tim 

IT SIP terkait 

penambahan 

fitur 

SIP Desember 2023 
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Demikian laporan aksi perubahan ini dibuat, diharapkan pengembangan aplikasi 

KIPAS dapat memberikan manfaat bagi organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian 

Hukum dan HAM khususnya di Inspektorat Wilayah I.  
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LAMPIRAN I 

 

LEMBAR PERSETUJUAN MENTOR PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS 

ANGKATAN VII TAHUN 2023 
 

 

Nama Peserta : Yusup Subhan Abas 

Nomor Daftar Hadir  37 

Instansi : Inspektorat Jenderal  

   Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Jabatan : Kepala SubBagiab Tata Usaha Inspektorat Wlayah I 

 
 

 
Nama Mentor : Budi, S.H  

NIP : 196211251989031002 

Jabatan : Plt. Inspektur Wilayah I 

No. HP Mentor 081293238643 

Gagasan Aksiper : Pengembangan Aplikasi Dashboard Kinerja Pegawai  

Inspektorat Wilayah Satu (KIPAS) Dalam Peningkatan   

Layayan Administrasi Secara Real Time Pada 

Kementerian Hukum dan HAM   

 
 

 

Disetujui oleh, Mentor/Atasan Langsung 

 

 

 

 

 

                 Budi, S.H 

       NIP. 19621125 198903 1 002 
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LAMPIRAN II 

LEMBAR KONSULTASI MENTOR 

 
Nama Peserta : Yusup Subhan Abas 

NIP : 197907152000031001 

Unit Kerja : Inspektorat Jenderal 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Aksi Perubahan : Pengembangan Aplikasi Dashboard Kinerja Pegawai Inspektorat Wilayah Satu “KIPAS” Dalam 

Peningkatan Layayan Administrasi Secara Real Time Pada Kementerian Hukum dan HAM 

 
 

No Hari/Tanggal Kegiatan Output/Hasil CatatanMentor Kegiatan yang 
dilakukan 

Paraf Mentor 

1 2 3 4 5 6 7 

1 24 Agustus 2023 Konsultasi Judul RAP Persetujuan judul Kerjakan 
Pengembangan 
Aplikasi sesuai 
rencana 

Pertemuan Fisik 

 

2 14 September 
2023 

Briefing bahan paparan Dukungan RAP 
 

 

Pastikan rancangan 
dapat terlaksana sesuai 
dengan target 

Melalui voice call 

 

 

3 26 September 
2023 

Melaporkan terkait gagasan 
aksi perubahan 
pengembangan aplikasi 

Disposisi  
persetujuan 

Penbembangan 
aplikasi bisa 
bermanfaat bagi Itwil I 

Pertemuan Fisik 
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No Hari/Tanggal Kegiatan Output/Hasil CatatanMentor Kegiatan yang 
dilakukan 

Paraf Mentor 

4 13 November 
2023 

Melaporkan terkait aplikasi 
untuk disosialisasikan 

Aplikasi Aplikasi siap running Pertemuan Fisik 

 



 
68 

LAMPIRAN III 

LEMBAR KONSULTASI COACH KE-1 

 

 
Nama Peserta : Yusup Subhan Abas 

NIP : 197907152000031001 

Unit Kerja : Inspektorat Jenderal  

      Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  

Aksi Perubahan : Pengembangan Aplikasi Dashboard Kinerja Pegawai 

Inspektorat Wilayah Satu (KIPAS) Dalam Peningkatan 

Layanan Administrasi  Secara Real Time Pada Kementerian 

Hukum dan HAM 

Kegiatan 

Minggu ke 

: Minggu ke IV bulan Agustus 2023 

Penyelesaian 

Kegiatan 
Catatan Coach Paraf Coach 

Tahapan 

Kegiatan: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peserta perlu mendalami tupoksi jabatan untuk 

mendapatkan isu yang bisa menjadi dasar 

penyusunan rancangan aksi perubahan. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penyampaian 

Sistematika 

Penulisan RAP 

Output 

Kegiatan: 

Penulisan RAP 

sesuai 

sistematika 

Tanggal: 

29 Agustus 2023 
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LEMBAR KONSULTASI COACH KE-2 

 
 
 

Nama Peserta : Yusup Subhan Abas 

NIP : 197907152000031001 

Unit Kerja : Inspektorat Jenderal  

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Aksi Perubahan : Pengembangan Aplikasi Dashboard Kinerja Pegawi Inspektorat 

Wilayah Satu (KIPAS) Dalam Peningkatan Layanan Administrasi  

Secara Real Time Pada Kementerian Hukum dan HAM 

Kegiatan 

 

: Minggu ke-I bulan September 2023 

 
 
 

Penyelesaian 

Kegiatan 
Catatan Coach Paraf Coach 

Tahapan 

Kegiatan: 

Konsultasi 

penyusunan RAP 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Output Kegiatan: 

Penyempurnaan 

RAP 
Masih ada beberapa format yang kurang sesuai  

Tanggal:  

6 Sept 2023 
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LEMBAR KONSULTASI COACH KE-3 

 
 

Nama Peserta : Yusup Subhan Abas 

NIP : 197907152000031001 

Unit Kerja : Inspektorat Jenderal  

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Aksi Perubahan     :   Pengembangan Aplikasi Dashboard Kinerja Pegawai Inspektorat  

Wilayah Satu (KIPAS)  Dalam Peningkatan Layanan Administrasi  

Secara Real Time Pada  Kementerian Hukum dan HAM 

Kegiatan 

Minggu ke 

:   Minggu ke-II bulan September 2023 

Penyelesaian 

Kegiatan 
Catatan Coach Paraf Coach 

Tahapan 

Kegiatan: 

 

 
Pastikan format telah sesuai dengan panduan. 

Persiapkan bahan paparan dengan baik untuk 

seminar proposal. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konsultasi akhir 

penyusunan RAP 

Output Kegiatan: 

Penyempurnaan 

RAP  

Tanggal: 

14 September 2023 



 
71 

LEMBAR KONSULTASI COACH KE-4 

 
 

Nama Peserta : Yusup Subhan Abas 

NIP : 197907152000031001 

Unit Kerja : Inspektorat Jenderal  

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Aksi Perubahan     :   Pengembangan Aplikasi Dashboard Kinerja Pegawai Inspektorat  

Wilayah Satu (KIPAS)  Dalam Peningkatan Layanan Administrasi  

Secara Real Time Pada  Kementerian Hukum dan HAM 

Kegiatan 

Minggu ke

 

:   Minggu ke-IV bulan Oktober 2023 

Penyelesaian 

Kegiatan 
Catatan Coach Paraf Coach 

Tahapan 

Kegiatan: 

 

 
 
Pastikan format telah sesuai dengan 

sistematika laporan aksi perubahan alasan 

perubahan judul laporan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konsultasi 

Laporan Aksi 

Perubahan  

Output Kegiatan: 

Penyempurnaan 

Sistematika 

Laporan Aksi 

Perubahan  dan 

perubahan judul 

laporan 

Tanggal: 

30 Oktober 2023 
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LEMBAR KONSULTASI COACH KE-4 

 
 

Nama Peserta : Yusup Subhan Abas 

NIP : 197907152000031001 

Unit Kerja : Inspektorat Jenderal  

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Aksi Perubahan     :   Pengembangan Aplikasi Dashboard Kinerja Pegawai Inspektorat 

Wilayah Satu (KIPAS)  Dalam Peningkatan Layanan   

Administrasi  Secara Real Time Pada  Kementerian Hukum dan 

HAM  

Kegiatan  

Minggu ke      :    Minggu ke I bulan November 2023 

          

 

 

Penyelesaian 

Kegiatan 
Catatan Coach Paraf Coach 

Tahapan 

Kegiatan: 

 

 
 
Memastikan hasil akhir pengembangan aplikasi 

tepat waktu  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konsultasi 

Laporan Aksi 

Perubahan 

Output Kegiatan: 

Pemaparan ddan 

penjelasan terkait 

Aplikasi KIPAS  

Tanggal: 

3 November 2023 
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LEMBAR KONSULTASI COACH KE-5 

 
 

Nama Peserta : Yusup Subhan Abas 

NIP : 197907152000031001 

Unit Kerja : Inspektorat Jenderal  

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Aksi Perubahan     :   Pengembangan Aplikasi Dashboard Kinerja Pegawai Inspektorat 

Wilayah Satu (KIPAS)  Dalam Peningkatan Layanan   

Administrasi  Secara Real Time Pada  Kementerian Hukum dan 

HAM  

Kegiatan  

Minggu ke      :    Minggu ke III bulan November 2023 

          

Penyelesaian 

Kegiatan 
Catatan Coach Paraf Coach 

Tahapan 

Kegiatan: 

 
 
Memastikan laporan selesai tepat waktu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konsultasi 

Laporan Aksi 

Perubahan 

Output Kegiatan: 

Pemaparan dan 

penjelasan terkait 

Laporan Aksi 

Perubahan  

Tanggal: 

11 November 2023 



74  
 
 

LEMBAR PERSETUJUAN MENTOR DAN COACH 

TERHADAP LAPORAN AKSI PERUBAHAN YANG AKAN DISEMINARKAN 

 
JUDUL : Pengembangan Aplikasi Dashboard Kinerja Pegawai Inspektorat 

Wilayah Satu (KIPAS) Dalam Peningkatan Layanan Administrasi 

Secara Real Time Pada Kementerian Hukum dan HAM 

NAMA : Budi, S.H. 

NIP : 196211251989031002 

UNIT KERJA : Inspektorat Jenderal 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 

 

Yang akan diuji didepan penguji pada hari Selasa tanggal 21 November 2023. 
 
 
 

Disetujui oleh, 

 

Mentor Coach 

 
 

 

 
 

Budi, S.H 

NIP. 196211251989031002 

Binda Kharismarina W. SH., MM  

   NIP. 198007092009012003 
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FORM PERSETUJUAN COACH 
PADA PEMILIHAN MATA PELAJARAN PILIHAN 

DALAM MENDUKUNG AKUTUALISASI KEPEMIMPINAN 
PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS 

 

 
 
Nama Peserta :  Yusup Subhan Abas 

NDH :  34 

Instansi :  Inspektprat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM 

Nama Coach :  Binda Kharismarina Widowati, S.H.,MM. 

 

No 
Judul Proyek/  

Aksi 
Perubahan 

Mata 
Pelatihan 
Lainnya 

Jalur 
Pembelajaran 

Hubungan 
dengan Proyek/ 
Aksi Perubahan 

Sumber 
Pembelajaran 

1 2 3 4 5 6 

1 Pengembangan 
Aplikasi 
Dashboard 
Kinerja dan 
Pengawasan 
“KIPAS” Secara 
Real Time 
Dalam 
Peningkatan 
Layanan 
Administrasi 
Pada 
Inspektorat 
Wilayah I 

Budaya Kerja 
ASN 
 

Mandiri secara 
online 

Meningkatnya 
pemahaman 
tentang budaya 
kerja di 
lingkungan ASN 

 

2 Manajemen 
Pemerintahan 
 

Mandiri secara 
offline  

Meningkatkan 
pemahaman 
tentang 
Manajemen 
Perintahan  

 

3 Mental Sehat, 
Kinerja 
Meningkat 

 

Mandiri secara 
online 

Meningkatkan 
pemahaman 
tentang 
Kesehatan 
mental dalam 
meningkatkan 
kinerja 

 

 
 

       Ciawi, 18 September 2023 
 
 
 
 

Binda Kharismarina Widowati, S.H.,MM. 
        NIP. 198007092009012003 
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LAMPIRAN IV 

DATA DUKUNG 

 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
INSPEKTORAT JENDERAL 

 
NOTA DINAS 

                                             NOMOR: ITJ.2.UM.01.01-1021 
aTJ.4.UM.01.01-116/VII/2017  
Yth. : Daftar Undangan Terlampir 
Dari 
Sifat 

: 
: 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Inspektorat Wilayah I 
Segera 

Perihal : Undangan Rapat Pembentukan Tim dan SK Tim Kerja Efektif Aksi 
Perubahan Kinerja Pelayanan Publik Pengembangan Aplikasi Dashboard 
Monitoring Kinerja Pegawai Inspektorat Wilayah Satu “KIPAS” dalam 
Peningkatan Layanan Administrasi Secara Real Time pada Inspektorat 
Wilayah I 

Lampiran : 1 (satu) berkas 
Tanggal : 22 September 2023 

 

Sehubungan dengan telah disetujuinya Rancangan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan 

Publik Pengembangan Aplikasi Dashboard Monitoring Kinerja Pegawai Inspektorat Wilayah 

Satu “KIPAS” dalam Peningkatan Layanan Administrasi Secara Real Time pada Inspektorat 

Wilayah I, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia, dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu pada rapat yang akan diselenggarakan 

pada: 

 Hari/Tanggal : Senin, 25 September 2023 

Waktu : 10.00 WIB s.d selesai 

Tempat : Ruang Rapat Inspektorat Wilayah I 

 Agenda Rapat : Pembentukan Tim dan SK Tim Kerja Efektif 

 

Mengingat pentingnya kegiatan tersebut, kami mohon kerjasama Bapak/Ibu untuk 

menghadiri dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan tersebut. 

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima 

kasih. 

            
 
 

 
  Yusup Subhan Abas 

   NIP 197907152000031001 
 
 
 
Tembusan: 
Inspektur Wilayah I 
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Lampiran 
Nomor  : ITJ.2.UM.01.01-1021 
Tanggal : 22 September 2023 

 
 

Daftar Nama Undangan 
 

NO NAMA JABATAN STRUKTURAL 

1.  Budi, S.H Plt. Inspektur Wilayah I 

2.  Yusup Subhan Abas 
Kepala Sub Bagian Tata  

Usaha Inspektorat Wilayah I 

3.  Wahyu Setiawan 
Sub Koordinator Pengelolaan Data 

Informasi 

4.  Gunawan Budiharto Staf Tata Usaha Inspektorat Wilayah I 

5.  Anita Cameliana Auditor Pertama Inspektorat Wilayah I 

6.  Rizky Herviani Auditor Pertama Inspektorat Wilayah I 

7.  Muhamad Suhandwifa Auditor Pertama Inspektorat Wilayah I 

8.  Reni Melynda Hutapea Auditor Pertama Inspektorat Wilayah I 

9.  Siti Afifah Auditor Pertama Inspektorat Wilayah I 

10.  Prasetya Putra Perdana Harefa Auditor Pertama Inspektorat Wilayah I 

11.  Gaufani Majid Masrifa Auditor Pertama Inspektorat Wilayah I 

12.  Nimas Zaky Nabila Auditor Pertama Inspektorat Wilayah I 

13.  Irham Muhammad Mulya Staf Tata Usaha Inspektorat Wilayah I 

14.  Tommy Roy Sirait 
Staf Subbagian Humas dan  Sistem 

Informasi Pengawasan 
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